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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pertumbuhan penerimaan
pajak hotel dan restoran yang ada di Kota Yogyakarta tahun 2011-2015, (2)
Efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di Kota Yogyakarta pada
tahun 2011-2015, (3) Efiesiensi biaya pemungutan pajak hotel dan restoran yang
ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015, dan (4) Kontribusi pajak hotel dan
restoran di kota Yogyakarta terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Yogyakarta
pada tahun 2011-2015.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Populasi dari
penilitian ini adalah seluruh Pajak Daerah. Sedangkan sampel dalam penelitian ini
adalah objek Pajak Hotel dan Pajak Restoran periode 2011 — 2015. Metode
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan
wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode deskriprif kualitatif atas realisasi penerimaan pajak, biaya pemungutan
pajak, target Pajak Hotel dan Pajak Restoran, efektivitas penerimaan Pajak Hotel
dan Restoran, efisiensi biaya pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, dan
Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa realisasi penerimaan
Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2011-2015 mengalami peningkatan,
sedangkan biaya pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2011-2015
cendurung mengalami peningkatan. Hal tersebut tidak di ikuti efektivitas
penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tahun 2011-2015 yang mengalami
fluktuasi. Demikian juga efisiensi biaya pemungutan Pajak Hotel dan Pajak
Restoran tahun 2011-2015 yang mengalami peningkatan dan penurunan. Namun,
hal tersebut di ikuti kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan
Asli Daerah tahun 2011-2015 yang cendurung mengalami peningkatan.

Kata kunci : Efektivitas, efisiensi, kontribusi, pajak hotel, pajak restoran ,
pendapatan asli daerah.
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ABSTRACT

The purpose of this research is to determine: (1) The income growth from
hotel and restaurant taxes in Yogyakarta for a period of 2011-2015, (2) The
effectiveness of hotel and restaurant taxation in Yogyakarta for a period of 2011-
2015, (3) The Efficiency of hotel and restaurant taxation cost in Yogyakarta for a
period of 2011-2015, (4) The contribution of hotel and restaurant taxes toward
regional real income in Yogyakarta for a period of 2011-2015.

This research uses qualitative descriptive method. The population used in
the research is all of the local tax components. The sample is tax object of hotel and
restaurant for a period of 2011-2015. Documentation and interviewing are method
used in data collection of the research. This research uses analytic method;
qualitative descriptive; to analyze the data toward the realization of tax income,
taxation cost for tax object of hotel and restaurant; effectiveness of hotel and
restaurant taxation; efficiency of hotel and restaurant taxation cost; and contribution
of hotel and restaurant taxes toward regional real income.

The result of the research showed that there was the increasing of the
realization of tax income from hotel and restaurant in period of 2011-2015, while
the hotel and restaurant taxation cost also has a tendency to increase. The
effectiveness of hotel and restaurant taxation was fluctuative as well as the
efficiency of hotel and restaurant taxation cost. The contribution of hotel and
restaurant taxes tend to increase toward regional real income for a period of 2011-
2015.

Keyword : Effectiveness, efficiency, contribution, hotel tax, restaurant tax,
regional real incom
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016) “Pajak adalah iuran rakyat
kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan

yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Di Indonesia segala hal yang berkaitan dengan menghasilkan keuntungan
baik dari usaha perdangan maupun jasa cendurung akan dikenakan pemungutan
pajak. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983
sebagaimana telah disempurnakan terakhir kali dengan UU No. 28 Tahun 2007

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah

"Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak
mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak merupakan salah satu komponen yang menentukan sejauh mana
pembangunan dan pengembangan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan
masyarakat. Hal ini di karenakan pajak merupakan salah satu komponen sumber
penerimaan negara yang cukup besar dan signifikan. Dengan kata lain, pendapatan
negara dari sektor pajak ini merupakan driver terhadap kehidupan ekonomi
masyarakat dan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai

sarana dan prasarana kepentingan umum.



Kontribusi pajak terhadap penerimaan negara dibuktikan sejak lima tahun
terakhir ini, dimana pendapatan negara yang berasal dari pajak menunjukan di
angka 70% dan bahkan semakin meningkat tiap tahunnya (Sumber Nota Keuangan
dan RAPBN 2016). Hal ini menandakan bahwa peranan pajak sangat penting untuk
memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

negara.

Indonesia merupakan negara yang besar dan luas sehingga terbagi menjadi
beberapa provinsi, kabupaten dan kota. Maka daerah-daerah tersebut memiliki
pemerintahan daerah dengan maksud guna mempermudah kinerja pemerintah pusat
terhadap daerahnya. Hal ini selaras dimana negara Indonesia menganut konsep
otonomi daerah dengan ditandai terbitnya UU No. 32 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Disebut pada Pasal 1 butir 5 UU No. 32 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, yang dimaksud otonomi daerah adalah ““ Hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan
perundang-undangan . Sehingga setiap daerah diberikan kewenangan untuk
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk dapat meningkatkan daya
guna dan hasil untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan
terhadap masyarakat dan pelayanan pembangunan. Salah satu tujuannya yakni

membiayai pembangunan dan pemerintahan di daerah.

Dengan mulai berlakunya era otonomi daerah sejak 1 januari 2001, maka
pemerintah daerah mendapat tugas besar untuk meningkatkan sektor-sektor yang di

anggap memilik potensi guna membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka



menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga dengan mulainya
era otonomi daerah yang nyata, luas, berkembang dan bertanggung jawab akan
membuat suatu daerah mampu mengurus sendiri dengan baik. Bukti dimana suatu
daerah dianggap mampu mengurus sendiri daerahnya yaitu mampunya suatu daerah
membiayai urusan yang diserahkan pemerintah pusat dengan keuangannya sendiri

(Candrasari dan Ngumar, 2016).

Dalam cakupan pajak, terdapat perbedaan antara pajak daerah provinsi
dengan pajak daerah kabupaten / kota. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah provinsi memiliki lima jenis pajak
daerah, yaitu : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,
pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.
Sedangkan untuk jenis pajak yang dipungut oleh daerah kabupaten / kota ada
sebelas jenis pajak, yaitu : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak
reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak
parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan

perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas btnah dan bangunan.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang
populer di Indonesia. Hal ini lantaran provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
terkenal sebagai Kota budaya, pelajar, sejarah, dan wisata. Sehingga dengan
kepopuleran yang dimiliki tersebut dapat mendorong tumbuhnya industri-industri
di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terutama pada Kota Yogyakarta sebagai

ibu kota dari provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah otonom yang
menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan baik untuk
jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menyelenggarakan pemerintahan
dan merealisasikan pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup
besar dan disamping itu harus dengan kekuatan daerahnya sendiri selain bantuan
dari pemerintah pusat. Sehingga Kota Yogyakarta diharapkan mampu mengelola
dan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan
dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kota Yogyakarta apabila terus
dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya mampu meningkatkan citra daerah,

sehingga mampu memaksimalkan PAD (Ardiritia, 2012).

Tidak hanya kepopuleran yang dimiliki Kota Yogyakarta sebagai ibu Kota
provinsi Daerah Istimewa, Kota Yogyakarta juga terletak pada lokasi yang
strategis. Dimana terletak ditengah-tengah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
yang menghubungkan sebelah utara dengan Kabupaten Sleman, sebelah timur
dengan Kabupaten Sleman dan Bantul, sebelah selatan dengan Kabupaten Bantul,
dan sebelah barat dengan Kabupaten Bantul dan Sleman. Sehingga akan
mendorong tumbuhnya bidang perdagangan dan jasa. Di dukung fasilitas
transportasi seperti Stasiun Tugu dan Stasion Lampuyangan Membuat Kota
Yogyakarta memiliki keunggulan kompetetif tersendiri dibandingkan kota-kota
lain. Sehingga banyak masyarakat baik yang berasal dari Kota Yogykarta itu
sendiri, maupun dari Kota lain yang menjalankan bisnisnya di Kota Yogyakarta

(Sumber BPKP.go.id).



Di Kota Yogyakarta terdapat banyak tempat wisata, seperti wisata sejarah,
wisata religi dan wisata kuliner. Wisatawan domestik maupun mancanegara sering
mengunjungi wisata bersejarah sebagai objek wisata seperti Kraton Yogyakarta ,
meseum banteng Vredeburg dan meseum Sonobudoyo Yogyakarta. Wisata sejarah
yang memiliki sejarah sendiri dan sering diekspos di media yaitu Tugu Yogyakarta.
Wisata religi yang tak kalah menarik dengan wisata sejarah sebagai objek
kunjungan wisatawan seperti Mesjid Agung Mataram Kotagede, Mesjid Gedhe
Kauman, Klenteng Poncowinatan dan Klenteng Gondomanan. Yang terakhir wisata
kuliner khas Yogyakarta, antara lain pusat oleh-oleh yang berada di sekitar daerah
malioboro yang menawarkan jajanan seperti Bakpia. Hal tersebutlah yang

menjadikan Kota Yogyakarta terkenal sebagai kota wisata.

Di Kota Yogyakarta juga terdapat banyak sekolah dengan berbagai
tingkatan dan perguruan tinggi. Dimana jumlah sekolah dari berbagai tingkatan
yang ada pada Kota Yogyakarta berjumlah sekitar 541. Dan Terdapat sekitar 48
perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta maupun
sekolah tinggi atau akademi (Sumber BPS Provinsi D.l Yogyakarta). Sehingga
terdapat puluhan ribu pelajar, baik yang berasal dari Kota Yogyakarta itu sendiri
maupun pelajar dari luar kota atau perantauan yang menetap di Kota Atlas untuk
menempuh pendidikannya. Hal tersebutlah yang menjadikan Kota Yogyakarta

terkenal dengan kota pelajar.

Menjadi ibu kota provinsi, letaknya yang strategis untuk membuat
tumbuhnya bidang perdagangan, jasa, serta menjadi tujuan kota wisata dan tempat

menumpuh pendidikan akan mendorong tumbuh kembangnya industri perhotelan



dan restoran di Kota Yogyakarta. Perkembangan industri perhotelan dan restoran
secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada peningkatan
pendapaan asli daerah, khususnya dari pajak hotel dan pajak restoran. pajak hotel
dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya semakin
berkembang seiring dengan adanya komponen pendukung seperti parawisata,
sektor jasa, dan sektor perdagangan dalam kebijakan peningkatan pembangunan

daerah (Candasari dan Ngumar, 2016).

Definisi Hotel menurut SK Menteri Pariwisata, Pos, Dan Telekomunikasi
No. KM 37/PW 340/MPPT-86, yaitu “Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang
mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa
penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang

dikelola secara komersial”.

Hotel secara umum adalah tempat untuk menginap dengan berbagai fasilitas
yang diberikan di ikuti dengan biaya atas bayaran fasilitas yang diberikan. Hotel
tidak hanya terdiri dari hotel berbintang, hotel melati, atau wisma saja. Namun
sesuai dengan peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1 tahun 2011 tentang Pajak

Hotel, disebutkan bahwa hotel adalah :

“Fasilitas penyedia jasa penginapan / peristirahatan termasuk jasa terkait
lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”.

Definisi Restoran, menurut SK manteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
No.KN.73/PVVIO5/MPPT-85 tentang Peraturan usaha Rumah Makan, dalam

peraturan ini yang dimaksud dengan usaha Jasa Pangan adalah : “Suatu usaha yang



menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara

komersial”.

Restoran secara Umum adalah suatu tempat yang menyediakan pelayanan
yang baik kepada pengunjungnya berupa makan maupun minuman. Kebanyakan
orang mungkin berpikir semua restoran akan dikanakan pajak. Namun sesuai
dengan peraturan daerah kota Yogyakarta No.1 tahun 2011 tentang Pajak Restoan,
di sebutkan bahwa “Restoran yang menyediakan produk baik makanan maupun
minuman akan dipunggut bayaran dengan ketentuan pelayanan yang disediakan
oleh restoran yang nilai penjualan atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap

bulan”.

Peningkatan sumber pendapatan asli daerah dapat dilakukan pemerintah
secara intensifikasi dan ekstifikasi. Menurut Puspitasari (2010) pemerintah Kota
Yogyakarta belum dapat dikatakan berhasil dalam memungut pajak apabila hanya
dengan meningkatan pajak hotel dan restoran dari tahun ke tahun yang dihitung dari
realisasi jumlah penerimaan. Salah satu ukuran keberhasilan pemungutan pajak
hotel dan restoran adalah dengan cara meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam
pemungutan pajak hotel dan restoran. Melalui mengoptimalkan potensi yang ada
serta berupaya menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya

memungkinkan untuk dipungut pajak maupun retribusi.

Menurut Jonas dan Pendlebury dalam Halim (2004:164), “Efektivitas
adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai

tujuan”. Sedangkan “Efisiensi adalah suatu perbandingan atau rasio antar output



dengan input”. Maka efektivitas dan efisiensi yang dimaksudkan adalah seberapa
besar realisasi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan biaya pemungutan Pajak
hotel, pajak restoran berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu

periode tertentu.

Safitri dan Ratnawati (2013) dalam penelitiannya mengenai efektivitas dan
kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota
Semarang Tahun 2008-2012. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain : secara
keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota
Semarang mengalami fluktuasi dari tahun ketahun tetapi masih dalam kriteria
sangat efektif. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kota
Semarang dari tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi setiap tahun termasuk

kreteria kecil kontribusinya terhadap PAD.

Sedana, dkk (2013) dalam penelitiannya mengenai efektivitas dan
kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Gianyar
Tahun 2008-2012. Adapun hasil penilitan tersebut antara lain : secara keseluruhan,
tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Gianyar mengalami
fluktuasi dari tahun ketahun tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan
secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Gianyar dari
tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi dari tahun ketahun dan termasuk Kriteria

besar terhadap PAD .

Memah (2013) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektivitas dan

kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Manado. Adapun



hasil penelitian tersebut antara lain: secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan
pajak restoran pada tahun 2007-2011 termasuk dalam kreteria besar, sehingga
memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD dan mempengaruhi jumlah PAD
yang diterima. Berbeda dengan tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak
restoran Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat

efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%..

Atas dasar pertimbangan ini, maka pemerintah daerah Kota Yogyakarta
sebagai pelaksanaan pemerintahan di daerah harus secara aktif melakukan upaya
pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah salah satunya adalah pajak hotel
dan restoran (Indriani, 2010). Menurut Syah (2014) sektor industri perhotelan dan
restoran merupakan sektor yang sangat potensial di Kota Yogyakarta guna
meningkatkan dan berkontribusi dalam PAD, sehingga ini menjadikan sebuah
tantangan bagi pemerintah Kota Yogyakarta untuk lebih menggali potensi pajak
hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, peniliti menilai
perlunya dianalisis efektivitas penerimaan, efisiensi pemungutan pajak hotel dan
pajak restoran di Kota Yogyakarta dan seberapa besar kontribusinya terhadap PAD
Kota Yogyakarta itu sendiri. Berdasarkan pemikiran dan latar belakang yang telah
diuraikan di atas, penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas, Efisiensi,
Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota

Yogyakarta” ini disusun untuk mengulas secara lebih lanjut.
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1.2 Rumusan Masalah

Menurut Mardiasmo dan Makhfatih (2000) disisi penerimaan, kemampuan
pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara
berkesinambungan masih lemah, bahkan masalah yang sering muncul adalah
rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi

penerimaan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

Oleh karena itu suatu daerah harus memiliki kesadaran dalam kemandirian
semenjak berlakunya otonomi daerah. Demi memaksimalkan potensi yang
dimiliki atas penerimaan yang nantinya sebagai modal untuk pembiayaan daerah.
Hingga berusaha untuk menemukan potensi baru penerimaan daerah yang
dimilikinya untuk meningkatkan sumber pembangunan daerah. Potensi penerimaan
daerah ini dapat bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari
dinas, laba bersih dari perusahaan daerah (BUMD) dan penerimaan lainnya. Salah

satu sumber penerimaan tersebut adalah dari pajak hotel dan pajak restoran.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti

selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian yaitu:

a. Bagaimana pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran yang dimiliki oleh

Kota Yogyakarta dari tahun 2011-2015?

b. Bagaimana tingkat efisiensi biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran

yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015 ?

c. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran

yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 20011-2015?
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d. Seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2011-2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada, maka dapat ditentukan tujuan penelitian

ini, yaitu antara lain:

a. Mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran yang

ada di Kota Yogyakarta tahun 2011-2015.

b. Mengetahui efiesiensi biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran

yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015.

c. Mengetahui efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang ada

di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015.

d. Mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak restoran Kota Yogyakarta

terhadap Penedapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan
sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-
pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat yang

diharapkan sebagai berikut:

a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas
pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak hotel dan pajak restoran,

khususnya mengenai efektivitas penerimaan yang ada pada pajak hotel,
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pajak restoran dan efisiensi biaya pemungutan pajak hotel, pajak restoran di

Kota Yogyakarta.

b. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi
informasi mengenai kinerja pemerintah khususnya petugas pengelola pajak
dalam melaksanakan tugasnya, melalui hasil dari perhitungan efektivitas
penerimaan dan efisiensi biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran

yang ada di wilayah Kota Yogyakarta.

c. Bagi pemerintah daerah (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah),
dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk
membuat kebijakan di masa mendatang, dalam upaya peningkatan
penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan
pajak hotel dan pajak restoran khususnya untuk mengembangkan potensi

yang dimiliki di Kota Yogyakarta.

d. Bagi bidang ilmu pengetahuan, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa
memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan
ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan, sehingga nantinya dapat
di jadikan bahan masukan yang berhubungan dengan penelitian di bidang

perpajakan.
1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca

dalam memahami isi penelitian. Sistematika penelitian ini terbagi menjadi lima bab.
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1.5.1 Bab | : Pendahuluan

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta

sistematika penulisan.
1.5.2 Bab Il : Telaah Pustaka

Dalam bab ini peniliti akan membahas mengenai teori-teori yang
melandasi penelitian ini, penelitian sebelumnya, serta kerangka

pemikiran atau alur penelitian.
1.5.3 Bab 111 : Metodologi Penelitian

Dalam bab ini peniliti akan membahas tentang metode yang berisi
penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional, objek penelitian,
populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, penentuan teknik

pengumpulan data, serta metode analisis data.
1.5.4 Bab IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini peniliti akan membahas tentang jawaban atas rumusan
masalah yang ada mulai dari pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan
pajak restoran, efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran,
efisiensi biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, dan
kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli

daerah Kota Yogyakrata.
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1.5.5 Bab V : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan pembahasan penelitian,
keterbatasan penelitian dan saran-saran kepada pihak-pihak terkait

mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
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BAB Il

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut UU No. 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat
Atas UU No. 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal

1 ayat 1 adalah :

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:3) mengatakan
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan
tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum?”. Dengan demikian pajak adalah iuran rakyat

kepada negara yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

2.1.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016:4) mengatakan fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi budgetair merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (fiscal
function), yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluarannya.
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Fungsi Regulerend Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:4) mengatakan agar pemungutan pajak tidak

menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus

memenuhi syarat sebagai berikut:

1.

Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-undang
maupun pelaksanaan pemunggutan pajak harus adil. Adil dalam undang-
undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta di
sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam
pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan

banding kepada pengadilan pajak.

Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia di atur dalam Undang-undang 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara
maupun warganya.

Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemunggutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian

masyarakat.
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4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)
Sesuai dengan fungsi budgetair, maka biaya pemungutan pajak harus dapat
ditekan, agar lebih rendah dari hasil penerimaan.

5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana
Sistem yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya.

Disamping itu ada beberapa teori yang mendukung hak negara untuk
memungut pajak dari rakyatnya, sehingga pelaksaan pemungutan pajak negara
secara teoritis dapat di benarkan baik dari sisi yuridis maupun sisi ilmiah. Menurut

Mardiasmo (2016) teori-teori tersebut adalah:

a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh
karena itu rakyat harus membayar pajak yang di ibaratkan sebaggai suatu premi

asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat di dasarkan pada kepentingan masing-
masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin

tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus

dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.
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d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan
negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu

menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
e.  Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya
memungutan pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat

untuk rumah tangga negara.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Menurut Madiasmo (2016:7) Pengelompokan Pajak terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Menurut golongannya
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan
tidak dapat diberbankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau
dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkalan pada objeknya, tanpa

memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
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3. Menurut Lembaga Pemungutannya
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

A. Stelsel Pajak. Mardiasmo (2016:8) mengatakan dapat dilakukan berdasarkan 3

stelsel:
1. Stelsel nyata (riel stelsel).

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga
pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah
penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan
dan kekurangan. Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak yang dikarenakan lebih
realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada

akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
2. Stelsel anggapan (fictieve stelsel).

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-
undang. Misalnya, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun
sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya
pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah

pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir
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tahun. Sedangkan kelemhannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan

keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran.

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada
awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian
pada akhi tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.
Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pajak menurut
anggpan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil

kelebihannya dapat diminta kembali.

B. Asas Pemungutan Pajak. Mardiasmo (2016:9) mengatakan dapat dilakukan

berdasarkan 3 Asas:

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh
penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik
penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku

untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas sumber penghasilan

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan
yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib

Pajak.
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3. Asas kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan
kebangsaan suatu negara. Contohnya pajak bangsa asing di Indonesia
dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang

bertempat tinggal di Indonesia

C. Sistem Pemungutan Pajak. Mardiasmo (2016:9) sistem pemungutan pajak terdiri

dari:
1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak.
2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak
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2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Untuk memenuhi pemungutan pajak, terdapat hambatan dalam memenubhi
pemungutan pajak tersebut. Menurut Madiasmo (2016:10) hambatan pemungutan

pajak dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Perlawanan pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan
antara lain:
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan
oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya
yaitu :
a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak
melanggar undang-undang.
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara

melanggar undang-undang.

2.1.7 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu wewenang yang dimiliki pemerintah daerah dalam mencari dana
untuk tujuan pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah, yaitu dari PAD

sebagai salah satu sumber penerimaan daerah, melalui potensi daerah dalam wujud



23

desentralisasi. Sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, “PAD adalah
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Safitri dan Ratnawato
(2013) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang

berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

2.1.8 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD

bersumber dari :

a. Pajak Daerah.

b. Retribusi Daerah.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan

d. PAD lain-lain yang sah.

2.1.9 Tantangan Dalam Peningkatan PAD

Pamerintah daerah di tuntut memiliki pendirian dalam kemandirian yang
besar guna melaksanakan rangka otonomi daerah dan desentralisasi fiscal.
Namun, saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah
terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah, antara lain (Mardiasmo,

2016) :
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1) Tingginya tingkat kebutuhan daerah (fiscal need) yang tidak seimbang
dengan kapasitas fiscal (fiscal capacity) yang dimiliki daerah, sehingga

menimbulkan fiscal gap.

2) Kualitas layanan publik yang masih memprihatinkan menyebabkan produk
layanan publik yang sebenarnya dapat dijual ke masyarakat, direspon secara
negatif. Keadaan tersebut juga menyebabkan keengganan masyarakat untuk

taat membayar pajak dan retribusi daerah.
3) Lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana umum.

4) Berkurangnya dana bantuan dari pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum

dari pusat yang tidak mencukupi).
5) Belum diketahui potensi pendapatan asli daerah yang mendekati kondisi riil.
2.1.10 Faktor-Faktor Pendukung Dalam Meningkatkan PAD

Menurut Iglesias dalam Nasution, dkk (2005) untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah dengan sebaik-baiknya, ada beberapa faktor yang perlu

diperhatikan . Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Sumber daya
Sumber daya terdiri dari manusia seperti program personel, dan bukan
manusia, seperti misalnya pendanaan, perlataan dan perlengkapan fisik,

serta material lainnya.
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b. Struktur
Mengetahui secara pasti peran dan hubungan organisasi secara seimbang
dalam program yang relavan dan juga resep formal atau informal melalui
kesepakan yang dibuat.

c. Teknologi
Dalam menjalankan organisasi sangat penting perilaku dan pengetahuan
yang didukung teknologi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

d. Dukungan
Menunjukan peran dan perilaku potensial dari individu atau kelompok-
kelompok yang cendurung mempromosikan pencapaian tujuan organisasi
secara pasti.

e. Kepemimpinan
Merupakan faktor dominan dalam pengertian kemampuan untuk merubah
dan memodifikasi kritikan.
2.1.11 Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain
Menurut Darise (2009:73) terdapat jenis lain-lain pendapatan daerah yang

sah yaitu :

a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau
angsuran.

b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan.

c. Jasagiro.
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d. Pendapatan bunga.

e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi.

f. Penerimaan komisi, pemotongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

g. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata
uang asing.

h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

i. Pendapatan denda pajak dan retribusi.

j.  Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.

k. Pendapatan dari pengambilan.

|. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.

m. Pendapatan dari penyelenggaran pendidikan dan pelatihan.

n. Pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD).

2.1.12 Pajak Daerah

Menurut UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah,mendefinisikan Pajak Daerah, yaitu:

“Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan
Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Sedangkan Mardiasmo (2016) menyatakan pajak daerah adalah “kontribusi wajib
pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan demikian pajak daerah adalah

kontribusi wajib pajak kepada daerah”.
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2.1.13 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah daerah, menurut UU No. 28

Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1) Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pungutan pajak yang dipuggut Negara

atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah pungutan pajak yang di
punggut Negara atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai
akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak. keadaan ini
terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan

ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pungutan pajak yang di

pungut Negara atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pungutan pajak yang dipungut Negara atas

pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.
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e. Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan pajak yang dipunggut Negara atas cukai

rokok.

2) Pajak Daerah Tingkat Il atau Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah

setempat atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah

setempat atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah

setempat atas penyelenggaraan hiburan.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah

setempat atas penyelenggaraan reklame.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah
daerah setempat atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan

sendiri maupun dari sumber lain.
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f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pungutan pajak yang
dipungut pemerintah daerah setempat atas kegiatan pengambilan mineral
bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam atau permukaan

bumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah
setempat atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik
yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor.

h. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah

setempat atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pungutan pajak yang dipungut
pemerintah daerah setempat atas kegiatan pengambilan atau

pengusahaan sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pungutan

pajak yang dipungut pemerintah daerah setempat atas bumi atau
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bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi
atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pungutan pajak
yang dipungut pemerintah daerah setempat atas perolehan hak atas tanah

atau bangunan.

2.1.14 Tarif Pajak Daerah

Tarif Pajak Daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah telah diatur
dalam UU No. 28 Tahun 2009 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling

tinggi berbeda untuk setiap jenis pajak, yaitu :

1. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5% .

2. Bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10% .

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 5% .

4. Pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi 20% .

5. Pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

6. Pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10% .

7. Pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10% .

8. Pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35% .

9. Pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25% .
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10. Pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi 10% .

11. Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi 25% .

12. Pajak parkir ditetapkan paling tinggi 30% .

13. Pajak air tanah ditetapkan paling tinggi 20%.

14. Pajak sarang burung wallet ditetapkan paling tinggi 10%

15. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling

tinggi sebesar 0,3% .

16. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi

sebesar 5% .

2.1.15 Pembagian Pajak Daerah

Mardiasmo (2016: 15) mengatakan pajak daerah dibagi menjadi dua bagian,

1. Pajak Provinsi, terdiri dari berikut ini : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea
Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari berikut ini : Pajak Hotel, Pajak
Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak
Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan

Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
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2.1.16 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
Menurut Soemitro dalam Pertiwi (1990) peningkatan pajak daerah dapat
dilakukan melalui dua cara yaitu :
1. Intensifikasi Pajak
Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu
subjek dan objek pajak yang potensial, namun belum tergarap atau terjaring
pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi
kebocoran kebocoran yang ada. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui

beberapa cara yaitu:

a. Penyempurnaan administrasi pajak.

b. Peningkatan mutu pegawai atau petugas pemungut.

c. Penyempurnaan Undang-Undang Pajak.

2. Ekstensifikasi Pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas subjek dan objek pajak serta
penyesuaian tarif. Ekstensifikasi pajak antara lain dapat ditempuh melalui

cara:

a. Perluasan wajib pajak.

b. Penyempurnaan tarif.

c. Perluasan objek pajak.
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2.1.17. Hotel
2.1.17.1 Pengertian Hotel

Definisi Hotel menurut SK Menteri Pariwisata, Pos, Dan Telekomunikasi
No. KM 37/PW 340/MPPT-86 “Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang
mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa
penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi umum yang
dikelola secara komersial”. Menurut Halim (2004:132), definisi hotel sebagai

berikut:

“Hotel adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan
dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan
dimiiki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.”

2.1.17.2 Pengertian Pajak Hotel dan Objek Pajak Hotel

Berdasarkan peraturan daerah Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 tentang

Pajak Hotel.

“Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel
adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa
terkait lainnya dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga hotel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari
10 (sepuluh).”

Objek pajak hotel menurut peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun
2011 adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk
jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan

dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan , di dalamnya terdiri:
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a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek atau jangka
panjang termasuk tempat kost, wisma, pondok wisata dan gedung
pertemuan.

b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau
tinggal jangka pendek maupun jangka panjang yang sifatnya
memberikan kemudahan dan kenyamanan, semisal fasilitas telepon,
internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas
sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah :

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh
pemerintah atau pemerintah daerah.

b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya.

c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan
keagamaan.

d. Jasatempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo,
panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.

e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang
diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh

umum.

2.1.17.3 Klasifikasi Hotel

Klasifikasi hotel adalah suatu  pengelompokan hotel-hotel kedalam
berbagai tingkatan, berdasarkan penilaian tertentu. Keputusan Menteri Kebudayaan

dan Pariwisata Nomor : KM.3 / HK.001 / MKP.02 tentang Penggolongan kelas
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hotel dibedakan menjadi golongan kelas hotel bintang dan golongan kelas hotel

melati.

Golongan kelas hotel bintang dibagi atas 5 (lima) kelas yaitu hotel bintang
1 (satu) sampai bintang 5 (lima). Penggolongan kelas hotel bintang ditetapkan
setelah hotel memenuhi persyaratan dalam kriteria penggolongan kelas hotel.

Persyaratan tersebut antara lain mencakup:
a. Persyaratan fisik, seperti lokasi hotel, kondisi bangunan.
b. Bentuk pelayanan yang diberikan (service).

c. Kualifikasi tenaga kerja, seperti pendidikan, dan kesejahteraan

karyawan.

d. Fasilitas olahraga dan rekreasi lainnya yang tersedia, seperti lapangan

tenis, kolam renang, dan diskotik.
e. Jumlah kamar yang tersedia.

Hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai hotel bintang,
digolongkan ke dalam kelas hotel melati. Golongan kelas hotel melati dapat
ditingkatkan menjadi hotel bintang setelah memenuhi persyaratan sebagai hotel

bintang.

Penggolongan hotel juga dapat dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah
setempat yang disahkan, dalam hal ini beberapa Negara menganut penggolongan

kelas hotel berdasarkan grade system (sistem tarif) dan star system (urutan bintang)
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2.1.17.4 Subjek Pajak Hotel

Berdasarkan peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 “Subjek
pajak hotel adalah : orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada
orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan Wajib Pajak Hotel

adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel”.

2.1.17.5 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang diterima atau
yang seharusnya diterima hotel. Pengenaan pajak hotel berdasarkan pada jumlah

pembayaran yang diterima.

Tarif pajak hotel paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan
berdasarkan Peraturan Kabupaten/Kota yang bersangkutan . Besarnya pokok pajak
hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan

pajak (Darise, 2009:61).

2.1.18 Restoran

2.1.18.1 Pengertian Restoran

Definisi restoran, menurut SK manteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi
No.KN.73/PVVI05/MPPT-85 tentang Peraturan usaha Rumah Makan, dalam
pcraturan ini yang dimaksud dengan yang usaha Jasa Pangan adalah “Suatu usaha
yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara

komersial”. Menurut Halim (2004:133) mendefinisikan “ Restoran adalah tempat
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menyantap makanan dan fasilitas minuman yang disediakan dengan pungut

bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.”

Menurut peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1 tahun 2011 “Restoran adalah
fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang
mencakup juga rumah makan, kafe, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk

jasa boga / katering”.
2.1.18.2 Pengertian Pajak Restoran dan Objek Pajak Restoran

Berdasarkan peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011 tentang
Pajak Retoran. Restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan
pemungutan pembayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,

warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Objek pajak restoran menurut peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1
Tahun 2011 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran,

termasuk di dalamnya :

a. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan
makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik
dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Yang tidak termasuk Objek Pajak Restoran adalah :
a. Pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualan di

bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan.
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2.1.18.3 Klasifikasi Restoran

Klasifikasi restoran adalah suatu pengelompokan restoran-restoran kedalam

berbagai tingkatan, berdasarkan penilaian tertentu. Wojowasito dan

Poerwodarminto dalam Marsyangm (1999:71) mengklasifikasikan restoran atau

rumah makan menjadi beberapa klasifikasi, antara lain:

a.

A’la Carte Restaurant : adalah restoran yang mendapatkan izin penuh untuk
menjual makanan lengkap dengan banyak variasi. Tamu bebas memilih
sendiri makanan yang mereka inginkan. Dan tiap-tiap makanan di dalam

restoran ini memiliki harga sendiri-sendiri.

Table D ‘hote Restaurant : adalah suatu restoran yang khusus menjual menu
table d’hote, diikuti dengan susunan menu yang lengkap (dari hidangan
pernbuka sampai penutup) dan tertentu, dengan harga yang telah ditentukan

pula.

Coffee Shop atau Brasserei : adalah suatu restoran yang pada umumnya
berhubungan dengan hotel, suatu tempat di mana tamu biasanya
mendapatkan makan pagi, makan siang dan makan malam secara cepat
dengan harga yang cukupan. Pada umumnya sistem pelayanannya adalah
dengan American service di mana yang diutamakan adalah kecepatannya.
Ready on plate service, artinya makanan sudah dtatur dan disiapkan diatas
piring. Kadang-kadang penyajiannya dilakukan dengan cara buffet atau

prasmanan.
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Cafetaria atau Cafe : adalah suatu restoran kecil yang mengutamakan
penjualan cake (kue-kue), sandwich (roti isi), kopi dan teh. Pilihan

makanannya terbatas dan tidak menjual minuman beralkohol.

Canteen : adalah restoran yang berhubungan dengan kantor, pabrik, dan
sekolah. Tempat di mana para pekerja atau pelajar biasa mendapatkan
makan siang atau coffe break, berupa acara minum kopi disertai makanan
kecil atau selingan jam kerja, jam belajar ataupun dalam acara rapat-rapat

dan seminar.

Continental Restaurant : adalah suatu restoran yang menitik beratkan
hidangan continental pilihan dengan pelayanan elaborate atau megah.
Suasananya santai, susunannya agak rumit, dan disediakan bagi tamu yang

ingin makan secara santai.

Carvery : adalah suatu restoran yang berhubungan dengan hotel, di mana
para tamu dapat mengisi sendiri hidangan panggang sebanyak yang mereka

inginkan dengan harga hidangan yang sudah ditetapkan.

Dining Room : adalah suatu restoran yang biasanya terdapat dihotel kecil,
motel atau inn. merupakan tempat yang tidak lebih ekonomis dari pada
tempat makan biasa. Dining room pada dasarnya disediakan untuk para

tamu yang tinggal di hotel itu, namun yang terbuka bagi para tamu dari luar.

Discotheque : adalah suatu restoran yang pada prinsipnya berarti juga

tempat dansa sambil menikmati alunan musik. Kadang-kadang juga
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menampilkan live band. Bar adalah salah satu fasilitas utama untuk sebuah

discotheque. Hidangan yang tersedia umumnya berupa snack.

Fish and Chip Shop : ialah suatu restoran yang banyak terdapat di Inggris,
di mana kita dapat membeli macam-macam kripik (chips) dan ikan goreng,
biasanya berupa ikan Cod, dibungkus dalam kertas dan dibawa pergi . Jadi

rnakanannya tidak dinikmati di tempat itu.

Grill Room (Rotisserie) : adalah suatu restoran yang menyedikan
bermacam-macam daging panggang. Pada umumnya antara restoran dengan
dapur dibatasi dengan sekat dinding kaca sehingga para tamu dapat memilih

sendiri potongan daging yang diinginkan.

Inn Tavern : adalah suatu restoran dengan harga cukupan yang dikelola oleh
perorangan di tepi kota. Suasananya dibuat dekat dan ramah, dengan tamu-

tamu. sedangkan hidangannya lezat-lezat.

. Night Club/Super Club : adalah suatu restoran yang pada umumnya mulai
dibuka menjelang larut malam, menyediakan makan malam bagi tamu-tamu
yang ingin santai. Dekorasinya mewah, pelayanannya megah. Band
merupakan kelengkapan yang diperlukan. para tamu dituntut berpakaian

resmi dan rapi sehingga dapat manaikkan gengsi.

Pizzeria: adalah suatu restoran yang kusus menjual pizza. Kadang-kadang

juga ada spaghetty atau makanan khas Italia lainnya.

Pan Cake House/Creperie: adalah restoran yang khusus menjual pun cake

dan crepe yang diisi dengan berbagai macam manisan didalamnya.
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Pub : pada mulanya merupakan tempat hiburan umum yang mendpat izin
menjual minuman bir serta minuman beralkohol dan lainnya. Para tamu
mendapatkan minumannya dari counter (meja panjang yang membatasi dua
ruangan). Pengunjung dapat menikmat sambil duduk atau berdiri. hidangan
yang tersedia berupa snack seperti pies dan sandwich. Sekarang Kita bisa

mendapatkan banyak hidangan pengganti di pub.

Snack Bar/Cqgfe/Milk Bar: adalah semacam restoran cukupan yartg sifatnya
tidak resmi dengan pelayanan cepat. Di mana para tamu mengumpulkan
makanan mereka diatas baki yang diambil dari atas kounter dan kemudian
membawanya kemeja makan. Para tamu bebas memilih makanan yang
disukainya. makanan yang disediakan biasanya adalah hamburger,

sausages dan sandwich.

Specialitiy Restaurant: adalah restoran yang suasana dan dekorasi
seluruhnya disesuaikan dengan tipe khas makanan yang disajikan atau
temanya. Restoran semacam ini menyediakan masakan Cina, Jepang, Italia
dan sebagainya. Pelayanannya sedikit banyak berdasarkan tata cara negara

tempat asal makanan spesial itu.

Terrace Restaurant: adalah suatu restoran yang terletak di luar bangunan,
namun pada umumnya masih berhubungan dengan hotel maupun restoran
induk. di negara-negara barat pada umumnya restoran tersebut hanya buka

pada waktu musim panas saja.
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t. Gourmet Restoran: adalah suatu restoran yang menyelenggarakan
pelayanan makan dan minum untuk orang-orang yang berpengalaman luas
dalam bidang rasa makanan dan minuman. keistimewaan restoran ini ialah
makanan dan minumannya yang lezat-lezat, pelayanannya megah dan

harganya cukup mahal.

u. Family Type Restaurant: adalah suatu restoran sederhana yang
menghidangkan makanan dan minuman dengan harga tidak mahal, terutama

disediakan untuk tamu-tamu keluarga maupun rombongan.

v. Main Dining Room: adalah suatu restoran atau ruang makan utama yang
pada umumnya terdapat di hotel-hotel besar. di mana menyajikan makanan
secara resmi, pelan tapi masih terikat oleh suatu peraturan yang ketat.
servisnya biasa menggunakan pelayanan ala Perancis atau Rusia. tamu-

tamu yang hadirpun pada umumnya berpakaian resmi atau formal.

2.1.18.4 Subjek Pajak Restoran

Berdasarkan peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2011, subjek
pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau
minuman dari restoran. Sedangkan Wajib Pajak restoran adalah orang pribadi atau

badan yang mengusahakan restoran.

2.1.18.5 Dasar Pengenaan Tarif Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang
diterima atau yang seharusnya diterima pada pajak restoran. pengenaan pajak

restoran berdasarkan pada jumlah pembayaran yang diterima.
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Tarif pajak restroan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan
ditetapkan berdasarkan peraturan kabupaten/kota yang bersangkutan. besarnya
pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan

dasar pengenaan pajak (Darise, 2009:61).

2.1.19 Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Tatacara pelaksanaan pembayaran dan pemungutan pajak berdasarkan

peraturan daerah Kota Yogyakarya No.1 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

a. Pajak yang terutang di punggut di wilayah daerah.

b. Pemungutan tidak dapat diborongkan.

c. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang
berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib
Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

d. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan
penetapan walikota dibayar dengan berdasarkansurat ketetapan
pajak daerah (SKPD), atau dokumen lain yang dipersamakan, antara
lain berupa rekening yang sudah dilegalkan ataupun akarcis .
sedangkan Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan
sendiri dibayar dengan berdasarkan ketentuan surat pemberitahuan
pajak daerah (SPTPD), surat ketetapan pajak daerah (SKPDKB)

atau SKPDKBT.
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Untuk Wajib Pajak yang menjalankan restoran dengan omzet paling
sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib
menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan tujuan agar
dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
Pembayaran harus dilakukan secara tunai paling lambat 30 hari
setelah berakhirnya masa pajak dan apabila pembayaran pajak
dilakukan ditampat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus
disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam
waktu yang ditentukan oleh walikota.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan
lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dan jika SPTPD
tidak disampaikan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat
teguran maka akan dikenakan sanksi administrasi beruba bunga
sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak

. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
7 hari setelah pemberitahuan surat paksa pejabat segera

menerbitakan serat Perintah melaksanakan penyitaan.
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2.1.20 Konsep Value For Money

Value for money merupakan konsep penting dalam suatu organisasi sektor
publik. Value for money adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi
efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program dan organisasi (Mahmudi, 2005).
Dengan adanya value for money maka dapat menghantarkan pemerintah daerah
dalam mencapai good governance. Sehingga value for money tersebut harus
dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Value
for money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling
kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan

organisasi.

Konsep value for money terdiri atas tiga elemen utama, yaitu :

1. Ekonomi
2. Efisiensi

3. Efektivitas

Dari 3 elemen konsep value for money tersebut, peneliti lebih menekankan pada
dua elemen utama vyaitu, efisiensi dan efektivitas. Konsep-konsep tersebut akan

dijelaskan secara lebih mendalam dalam bab III.
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Apabila dikaitkan dengan manajamen Kinerja berbasis outcome, fokus

terpenting manajamen kinerja sektor publik adalah pada pencapaian efektivitas.

Untuk mencapai efektivitas organisasi maka harus efisien. Sebaliknya organisasi

efisiensi belum tentu efektif. Sebagai contoh, pemerintah mungkin berhasil

membangun gedung petemuan dengan pemanfaatan dana yang efisien, namun

gedung tersebut bisa jadi tidak efektif karena tidak digunakan secara optimal

sehingga tingkat kemanfaatannya rendah. Tingkat efektivitas gedung yang rendah

akan menimbulkan inefisiensi, karena gedung tersebut akan mengkonsumsi biaya

pemeliharaan yang merupakan biaya tetap. Yang perlu dilakukan organisasi adalah
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tidak sekedar melakukan efisiensi biaya akan tetapi mencapai efektivitas biaya,
yaitu dengan mengupayakan setiap biaya yang dikeluarkan dapat mencapai hasil
yang dikehendaki. Jika efektivitas biaya terpenuhi, setiap biaya yang dikeluarkan

tidak sia-sia ( Mahmudi, 2005).

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka peneliti
menilai perlu adanya penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini.
Terkait dengan pajak hotel dan pajak restoran, terdapat beberapa penelitian yang

telah dilakukan sebelumnya.

Sedana, dkk (2013) dalam penelitiannya mengenai efektivitas dan
kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Gianyar
Tahun 2008-2012. Adapun hasil penelitan tersebut antara lain : secara keseluruhan,
tingkat efektivitas pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Gianyar mengalami
fluktuasi dari tahun ketahun tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan
secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Gianyar dari
tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi dari tahun ketahun dan termasuk kriteria

besar terhadap PAD .

Memah (2013) dalam penelitiannya mengkaji tentang efektivitas dan
kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. Adapun hasil
penelitian tersebut antara lain: secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan pajak
restoran pada tahun 2007-2011 termasuk dalam kreteria besar, sehingga

memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD dan mempengaruhi jumlah PAD
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yang diterima. Berbeda dengan tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak
restoran Kota Manado sudah sangat efektif karena secara keseluruhan tingkat

efektivitas mencapai persentase lebih dari 100%.

Lamia, dkk (2015) dalam penelitiannya mengenai efektivitas pajak
restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada Pendapatan Asli Daerah,
Kabupaten Minasaha Utara Tahun 2010-2014. Adapun hasil penelitian tersebut
antara lain : secara keseluruhan, tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran,
pajak reklame, dan pajak penerangan jalan sangat bervariasi, karena realiasasi
penerimaan PAD dari sektor pajak pajak restoran, pajak reklame, dan pajak
penerangan jalan mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga sudah cukup
efektif. Secara keseluruhan kontribusi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak
penerangan jalan Kabupaten Minasaha Utara Tahun 2010-2014 memberikan
kontribusi yang besar terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD

yang diterima.

Candasari (2016) dalam penelitiannya mengenai kontribusi pajak hotel dan
restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2010-2014.
Adapun hasil penelitian tersebut antara lain : secara keseluruhan selama lima tahun
ini, rata-rata kontribusi yang diberikan pajak hotel dan pajak restoran pada
Pendapatan Asli Daerah termasuk dalam kreteria besar dalam memberikan
kontibusi, karena presentase kontribusi diatas 4% sehingga dapat mempengaruhi

jumlah PAD yang di terima.
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Kusuma (2005) dalam penelitiannya mengenai analisis efektivitas dan
efisiensi pemunggutan pajak hotel dan pajak restoran dalam rangka meningkatkan
PAD Kota Madiun tahun 2000-2004. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain :
tingkat efektifitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran selama tahun 2000
sampai dengan tahun 2004 menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan pajak
restoran yang dilaksanakan sudah efektif dengan nilai rasio rata rata 1,14% per
tahunnya. Untuk tingkat efisiensi pajak hotel dan pajak restoran selama tahun 2000
sampai dengan tahun 2004 menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan
restoran yang dilaksanakan sudah efisien dengan nilai rasio rata-rata 0,24.
Sedangkan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah
diperoleh sebesar 0,13%, untuk kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap

pajak daerah diperoleh sebesar 0,12%.

Safitri dan Ratnawati (2013) dalam penelitiannya mengenai efektivitas dan
kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota
Semarang tahun 2008-2012. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain : secara
keseluruhan, tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota
Semarang mengalami fluktuasi dari tahun ketahun tetapi masih dalam kriteria
sangat efektif. Secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kota
Semarang dari tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi setiap tahun termasuk dalam

kreteria kecil dalam kontribusinya terhadap PAD.

Puspitasari (2015) dalam penelitiannya mengenai efektivitas dan kontribusi
pajak hotel dan pajak restoran terhadap Penerimaan Asli Daerah Kota Bontang

tahun 2012-2014. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain : secara keseluruhan
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Ltingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran tetapi di Kota
Bontang mengalami penurunan dari tahun ketahun tetapi masih dalam Kkriteria
sangat efektif. Sedangkan secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan pajak
restoran di Kota Bontang tahun 2012-2014 termasuk dalam kreteria sangat kecil

kontribusinya terhadap PAD.

Ardhiansyah, dkk (2014) dalam penelitiannya mengenai potensi pajak hotel
dan pajak restoran dan kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu
tahun 2011-2013. Adapun Hasil penelitian tersebut antara lain : secara keseluruhan,
tingkat penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Batu mengalami fluktuasi
dari tahun ketahun tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Sedangkan secara
keseluruhan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di Kota Batu mengalami
fluktuasi dari tahun ketahun termasuk dalam kriteria kecil kontribusinya terhadap
PAD.

Sari (2013) dalam penelitiannya mengenai kontribusi hotel terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang tahun 2010-2012. Adapun hasil
penelitian tersebut antara lain : secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel di Kota
Semarang mengalami penuruan dari tahun ke tahun sehingga termasuk dalam

kriteria sangat kecil kotribusinya terhadap PAD.

Arditia (2012) dalam penelitiannya mengenai kontribusi dan efektivitas
pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya tahun 2007-
2011. Adapun hasil penelitian tersebut antara lain : secara keseluruhan, kontribusi
masing-masing pos pajak daerah di Kota Surabaya termasuk dalam kreteria sangat

kecil sampai dengan kecil. Dimana pos pajak daerah yang memberikan kontribusi
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terbesar terhadap PAD adalah pajak penerangan jalan. Sedangkan pos pajak daerah
yang memberikan kontribusi terkecil terhadap PAD adalah pajak parkir. Sementara
itu untuk efektivitas secara keseluruhan masing-masing pos pajak daerah Kota
Surabaya masuk dalam kriteria yang efektif sebesar 91,52% dalam rata-rata semua

pos pajak daerah.

2.3 Alur Penelitian

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka masing-masing
daerah dituntut untuk dapat menggali potensi penerimaan daerah yang dimiliki.
Potensi penerimaan daerah yang dimaksud adalah pajak daerah. Penerimaan pajak
daerah harus dimaksimalkan karena pajak daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan yang diterima pemerintah daerah guna membiayai pengeluaran-
pengeluara dalam proses pembangunan daerah. Pajak hotel dan pajak restoran
termasuk dalam pajak daerah dan berperan serta untuk pembiayaan jalannya roda
perekonomian daerah sehingga proses pemungutannya harus diawasi dengan baik
supaya penerimaan pajak yang dihasilkan dapat menggambarkan potensi daerah

secara nyata (Pertiwi, 2013).

Dengan demikian, penelitian ini menjabarkan Klasifikasi permasalahan
untuk melihat seberapa besar pertumbuhan, efektivitas pemungutan, efisiensi biaya
pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, hingga kontribusi pajak hotel dan pajak

restoran tersebut terhadap PAD di Kota Yogyakarta.

Efektivitas adalah suatu hasil sebagai akibat yang diharapkan (Puspitasari,

2010). Bila konsep efektivitas dikaitkan dengan pemungutan pajak, terutama
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penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, maka efektivitas yang dimaksudkan
adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berhasil
mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu (Halim, 2004).
Perhitungan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dapat dilihat dari
perbandingan data berupa realisasi dengan target penerimaan pajak hotel dan
restoran yang telah ditetapkan sebelumnya. Rasio efektivitas pajak hotel dan pajak
restoran dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%. Dari
perhitungan tersebut dilakukan intepretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas

pajak.

Efisiensi merupakan suatu pengorbanan akibat upaya untuk mencapai yang
dikehendaki. Perhitungan efisiensi dapat dilihat dari perbandingan data berupa
biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pajak
hotel dan pajak restoran. Rasio efisiensi pajak hotel dan pajak restoran yang
dihasilkan semakin kecil maka dianggap semakin efisien, standar minimal rasio
efisiensi adalah kurang dari 100% atau 1 (satu) . Semakin kecil rasio efisiensi
menggambarkan suatu kinerja semakin baik. Dari perhitungan tersebut dilakukan

intepretasi dengan menggunakan kriteria efisiensi pajak.

Kontribusi merupakan sumbangan. Untuk mengetahui berapa besar
sumbangan yang didapat pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota
Yogyakarta selama 5 tahun (2011-2015), peneliti menggunakan persentase
perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dengan

realisasi penerimaan PAD Kota Yogyakarta dari tahun 2011 hingga tahun 2015.
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Dari perhitungan tersebut dilakukan intepretasi dengan menggunakan Kriteria

kontribusi pajak (Puspitasari, 2010).

Hasil dari perhitungan efektivitas, efisiensi dan kontribusi, kemudian dapat
menggambarkan bagaimana efektivitas pemungutan, efisiensi biaya pemungutan
pajak hotel dan pajak restoran beserta kontribusinya terhadap PAD Kota

Yogyakarta pada tahun 2011-2015.
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BAB Il1

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan
menggunakan pendekatan kualitatif. Pengertian metode deskriptif menurut
Sugiyono (2009:21) sebagai berikut “Metode deskriptif adalah metode yang
digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi
tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Sedangkan menurut
Nazir (2003:4) pengertian metode deskriptif adalah “Suatu metode dalam meneliti
status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran,

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”

Menurut Surakhmad (1982:140) terdapat beberapa ciri-ciri dalam metode

deskriptif, yaitu:

1. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada

masa sekarang.

2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian

dianalisa (karena itu maka metode ini sering disebut metode analitik).

Sesuai dengan ciri-ciri tersebut, maka pada penelitian ini akan
mendeskripsikan realisasi, target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, biaya
pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, menghitung efisiensi biaya

pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, efektivitas penerimaan pajak hotel dan
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pajak restoran, dan menganalisis kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap

pendapatan asli daerah.
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah (DPKAD) Kota Yogyakarta. Alasan mengambil tempat penelitian tersebut

adalah sebagai berikut :

a. Penulis mendapatkan 1jin untuk mengadakan penelitian dari pihak
yang berwenang.

b. Tersedianya data-data yang diperlukan dalam penelitian ini sehingga
memudahkan penulis untuk melaksanakan penelitian.

c. Lokasi penelitian dapat di jangkau dengan mudah oleh penulis,

sehingga dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan membuat rencana penelitian, kemudian
penyusunan proposal sampai dengan penulisan laporan penelitian yang dimulai

bulan september 2016 sampai dengan selesai.
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3.3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Target Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Variabel independen (bebas) pertama dalam penelitian ini adalah target
pajak hotel dan pajak restoran. Definisi taget pajak hotel dan pajak restoran
yaitu hasil dari rencana penerimaan pajak hotel dan pajak restoran
berdasarkan masing-masing kelas yang sebelumnya di tentukan melalui
berbagai analisis perhitungan selama satu tahun yang dinyatakan dalam

bentuk rupiah.

2. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Variabel independen (bebas) kedua dalam penelitian ini adalah realisasi
penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Definisi realisasi penerimaan
pajak hotel dan pajak restoran yaitu hasil penerimaan pajak hotel dan pajak
restoran berdasarkan masing-masing kelas selama satu tahun yang

dinyatakan dalam rupiah.

3. Biaya Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran
Variabel independen (bebas) ketiga dalam penelitian ini adalah biaya
pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Definisi biaya pemungutan
pajak hotel dan pajak restoran yaitu hasil dari biaya-biaya yang dikeluarkan
dalam mengoptimalkan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran selama

satu tahun yang dinyatakan dalam rupiah.
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4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah pendapatan asli
daerah (PAD). Definisi pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang
diperoleh suatu daerah atas pumungutan berdasarkan peraturan daerah.
Pendapatan asli daerah terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli

daerah. Besarnya pendapatan asli daerah dinyatakan dalam satuan rupiah.

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:115) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri dari objek atau subjek yang akan menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu
yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya .”

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis pajak hotel di daerah Kota
Yogyakarta, yaitu hotel bintang V, hotel bintang 1V, hotel bintang 111, hotel bintang
I1, hotel bintang I, hotel melati I1l, hotel melati 11, hotel melati I, dan losmen /
penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos. Dan semua jenis pajak restoran di
daerah Kota Yogyakarta yang nilai penjualannya diatas Rp. 5.000.000,- perbulan,

yaitu restoran, warung, rumah makan, katering, dan pedagang kaki lima.
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3.4.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:116) “Sampel merupakan bagian dari jumlah
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini teknik
pengambilan sampel digunakan adalah purposive sampling. Sugiyono (2014)
mendefinisikan teknik purposive sampling sebagai teknik penentuan sampel
berdasarkan pertimbangan tertentu sesuali

dengan tujuan/data yang ingin

didapatkan.

Sampel dalam penelitian ini adalah semua jenis pajak hotel di daerah Kota
Yogyakarta, yaitu hotel bintang V, hotel bintang IV, hotel bintang 111, hotel bintang
I1, hotel bintang I, hotel melati 1, hotel melati II, hotel melati I, dan losmen /
penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos untuk tahun 2011-2015. Dan semua
jenis pajak restoran di daerah Kota Yogyakarta yang nilai penjualannya diatas Rp.
5.000.000,- perbulan, yaitu restoran, warung, rumah makan, katering, dan pedagang
kaki lima untuk tahun 2011-2015. Adapun sampel dari pajak hotel dan pajak

restoran berdasarkan keseluruhan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Sampel Penelitian Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Keseluruhan

Jenis Jumlah Hotel dan Restoran
Sampel
Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015
Hotel 316 345 370 391 402
Restoran 374 391 406 432 461
Total 690 736 776 823 863

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Yogyakrta

*Jumlah secara keseluruhan pajak restoran tahun 2012 berdasarkan angka perkiraan
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Narasumber dalam penelitian ini adalah bapa R.M. Kisbiyantoro, S.H.,
M.M, selaku Kepala Sub Bidang Pendaftaraan dan Pendataan. Narasumber dipilih
atas dasar pertimbangan kemampuan narasumber dalam memenuhi kebutuhan data

yang diperlukan, terkait dengan pajak hotel dan pajak restoran.
3.5 Jenis dan Sumber Data
3.5.1 Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder dengan periode tahun 2011-2015.

1. Data primer
Menurut Supangat (2010:2) data primer adalah

“Data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti, baik dari
objek individual (responden) maupun dari suatu instansi yang dengan
sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan
lainnya untuk keperluan penelitian dari pengguna”.

Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan diperoleh melalui
wawancara dengan pihak DPKAD mengenai penelitian yang menyangkut

tentang pajak hotel dan pajak restoran.

2. Data sekunder
Supangat (2010:2) mendefinisikan data sekunder adalah

“Data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi
(keterangan) objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari
tangan kedua baik dari objek secara individual (responden) maupun dari
suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data
dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk keperluan penelitian dari
para pengguna”.
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Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data realisasi
dan target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran , biaya pemungutan
pajak hotel dan pajak restoran, pajak daerah, pendapatan asli daerah (PAD)

serta jumlah hotel dan restoran yang terdapat di Kota Yogyakarta.

3.5.2 Sumber Data

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari
dari pihak DPKAD Kota Yoyakarta, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari
DPKAD Kota Yogyakarta dan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta .

3.6. Metode Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, tahap selanjutnya adalah
menganalisi data. Dengan mengelompokkan data yang terkumpul dan dilakukan
perhitungan untuk mengetahui hasil penelitian yang hendak dicapai. Berikut ini
analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disertai dengan urutannya,
dimulai dengan :

3.6.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif

Menurut Arikunto (2006), metode analisis deskriptif berfungsi untuk
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, tanpa
melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sedangkan
analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik penganalisaan data yang
menggunakan angka-angka untuk menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang
dapat diukur, dalam hal ini dengan melakukan perbandingan terhadap hasil

perhitngan dari penelitian (Puspitasari, 2010). Penelitian deskriptif kuantitatif



62

menyajikan data tentang realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran, target
pajak hotel dan pajak restoran,biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran,

serta total PAD dari tahun 2011 hingga 2015.

Perhitungan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dihitung
dengan menjumlahkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran sesuai kelasnya
tiap tahun yang datanya diperoleh dari DPKAD Kota Yogyakarta. Perhitungan
untuk target pajak hotel dan target pajak restoran di hitung dengan menjumlahkan
target yang di tetapkan sebelumnya pada pajak hotel dan pajak restoran sesuai
dengan kelasnya tiap tahun yang datanya diperoleh dari DPKAD Kota Yogyakarta.
Perhitungan untuk biaya pemungutan pajak hotel dan biaya pemungutan pajak
restoran di hitung dengan menjumlahkan biaya-biaya yang terjadi dalam
mengoptimalkan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tiap tahun yang
datanya diperoleh dari DPKAD Kota Yogyakarta. Perhitungan untuk total PAD
dihitung dengan menjumlahkan dari total pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari pendapatan asli daerah lainnya
yang sah.

3.6.2 Analisis Return Waktu (Time series)
Supranto (2008) mendefinisikan analisis time series adalah

“Analisis yang didasarkan atas data berkala (time series) yang sifatnya
dinamis dan sudah memperhitungkan perubahan-perubahan, misalnya
perubahan dari waktu (t-1) ke t dan dari (t+1). Pada umumnya pengamatan
dan pencatatan itu dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya: harian,
mingguan, enam bulanan, tahunan dan sebaginya.”

Analisis ini pada hakekatnya adalah melihat pengukuran dari waktu ke

waktu tertentu. Pengukuran dapat dilihat dari berbagai cara dan yang paling sering
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adalah dengan cara frekuensi, persentase, atau dengan cara melihat pusat
kecenderungan (central tendency) dari suatu gejala atau kejadian (Riduansyah,
2003). Data yang dianalisa dengan metode time series ini adalah data mengenai

pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran.

3.6.3 Analisis Efektivitas

Analisis efektivitas merupakan konsep salah satu elemen yang terdapat pada
value for money. Menurut Jonas dan Pendlebury dalam Halim (2004:164)
“Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam

mencapai tujuan.”

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan dengan biaya layak dalam
kaitannya dengan nilai dari sebuah hasil. Efektivitas digunakan untuk mengukur
hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau potensi riil yang
telah dimiliki suatu daerah (Mardiasmo, 2016). Selanjutnya efektivitas harus dinilai
atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum.
Jadi, efektivitas menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan

yang layak dicapai (Halim, 2004 : 166).

“Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah daam
merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan

dengan target yang di tetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2004 : 135).”

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas menurut

Halim (2004:135) adalah sebagai berikut :

Efektivitas = Realisasi penerimaan x 100%

Target penerimaan
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Dari pengertian efektivitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas
bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin
efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana
realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Semakin tinggi rasio

efektivitasnya menggambarkan suatu kinerja semakin baik.

Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat diketahui apakah realisasi dari
pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tersebut sudah memenuhi kriteria

efektif. Kreteria efetivitas sebagai berikut :

Tabel 3.2
Klasifikasi Kreteria Efektivitas

No Persentase Keterangan
1 >100% Sangat efektif
2 90%-100% Efektif

3 80%-89% Cukup efektif
4 70%-79% Kurang efektif
5 <69% Tidak efektif

Sumber: Dedagri, Kemendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Pedoman
penilaian Kinerja Keungan (Puspitasari, 2015)

Ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang

dikemukakan oleh Steers (2005:9) sebagai berikut :
1. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi yang
dapat mempengaruhi segi-segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara.

Yang dimaksud struktur adalah hubungan yang relatif tepat sifatnya, seperti
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dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumber daya manusia.
struktur meliputi bagaimana cara organisasi menyusun orang-orangnya dalam
menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang dimaksud teknologi adalah
mekanisme suatu organisasi umtuk mengubah masukan mentah menjadi
keluaran. Teknologi meliputi bentuk, variasi-variasi dalam proses mekanisme,
variasi dalam bahan, variasi dalam pengetahuan teknik yang dipakai untuk
menunjang kegiatan.

Karakteristik Lingkungan

Lingkungan mencakup dua aspek yaitu lingkungan ekstern dan lingkungan
intern. Lingkungan ekstern adalah kekuatan yang timbul dari luar batas
organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan dalam organisasi.
Sedangkan lingkungan intern merupakan iklim dari organisasi yang meliputi
macam-macam atribut lingkungan Kerja, lingkungan ekstern dan lingkungan
intern juga telah dinyatakan berpengaruh atas efektivitas, keberhasilan
hubungan organisasi lingkungan tampaknya amat tergantung pada tingkat
variabel kunci yaitu tingkat keterdugaan keadaan lingkungan, ketepatan
persepsi atas keadaan lingkungan, tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga
faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan

lingkungan.

Karakteristik Pakerja
Anggota organisasi merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena
perilaku merekalah yang dalam jangka panjang akan memperlancar atau

merintangi tercapainya tujuan organisasi. Pekerja merupakan sumber daya
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yang langsung berhubungan dengan pengelolaan semua sumber daya yang ada
di dalam organisasi, oleh sebab itu perilaku pekerja sangat berpengaruh
terhadap pencapaian tujuan organisasi. Pekerja merupakan modal utama di
dalam organisasi yang akan berpengaruh besar terhadap efektivitas, karena
walaupun teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang canggih dan
didukung oleh adanya struktur yang baik, namun tanpa adanya pekerja maka
semua itu tidak ada gunanya.
4. Karakteristik Kebijaksanan dan Praktek Manajemen

Manajemen memainkan peranan sentral dalam keberhasilan suatu perusahaan
melalui perancanaan, kordinasi dan mempelancar kegiatan yang ditujukan
kearah sasaran. Sehingga menjadi kewajiban manajemen menjamin bahwa
struktur dijalankan secara konsisten dan dapat memberikan keuntungan
terhadap organisasi.

3.6.4 Analisis Efisiensi

Analisis efisiensi merupakan konsep salah satu elemen yang terdapat pada
value for money. Menurut Jones dan Pendlebury dalam Halim (2004:164),
“Efisiensi adalah suatu perbandingan atau rasio anatar output dengan input.
Efisiensi dapat dilihat dari segi output saja atau dari segi input saja. Dari hasil segi
output, efisiensi berorientasi pada produktivitas, sedangkan dari segi pengorbanan,

maka efisiensi berorientasi pada penghematan (Ibnu dalam Halim, 2004:166).

Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang
dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang

diterima (Halim, 2004:134)
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Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efisiensi pajak hotel dan

restoran menurut Halim (2004:164) adalah sebagai berikut :

Efisiensi = Biaya Pemungutan Pajak Hotel atau Restoran x 100%

Realisasi Penerimaan Pajak Hotel atau Restoran

Dari pengertian efisiensi tersebut dapat disimpulkan bahwa efisiensi

bertujuan untuk mengukur rasio perbandingan antara besarnya biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang

diterima, semakin kecil rasio yang dihasilkan maka semakin efisien, standar

minimal rasio efisiensi adalah kurang dari 100% atau 1 (satu) . Semakin kecil rasio

efisiensi menggambarkan suatu kinerja semakin baik.

Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat diketahui apakah biaya

pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tersebut sudah memenuhi krateria

efisien. Kreteria efisiensi sebagai berikut :

Tabel 3.3

Klasifikasi Kreteria Efisiensi

No Persentase Keterangan
1 <20% Sangat efisien
2 20%-85% Efisien
3 >85% Tidak efisien
Sumber :Devas, dkk tahun 1989.
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3.6.5 Analisis Kontribusi

Menurut Guritno dalam Puspitasari (2015) “Kontribusi adalah sesuatu yang
diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian

tertentu bersama.”

Analisis kontribusi pajak daerah suatu analisis yang digunakan untuk
mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan
pajak terhadap pendapatan asli daerah, maka dibandingkan antara realisasi
penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Handoko dalam

octovido, dkk 2014).

Mahmudi dalam Lamia dkk (2015) Mengeumakakan :

“Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah
terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu
kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil. Kontribusi
digunakan untuk mengetahui sejauh manapajak daerah memberikan
sumbangan dalam penerimaan PAD.”

Untuk mengukur kontribusi pajak hotel dan pajak restoran menurut Mameh

(2013) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Realisasi Penerimaan Pajak Hotel atau Pajak Restoran x 100%

Realisasi Penerimaan PAD

Sehingga dengan menggunakan Analisis ini dapat mengetahui sebarapa
besar kontribusi yang diberikan dari pajak hotel dan pajak restoran terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta. Dengan membandingkan hasil

analisis tersebut dari tahun 2011-2015, maka dapat menngetahui tahun yang
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memberikan kontribusi terbesar, tahun yang memberikan kontribusi terkecil hingga

terjadinya fluktuasi antara tahun tersebut.

Setelah dilakukan perhitungan, maka dapat diketahui apakah realisasi dari
penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran sudah memberikan kontribusi
terhadap PAD, dengan membandingkan hasil perhitungan dengan kreteria
kontibusi. Menurut Bawasir dalam Candrasari dan Ngumar (2016) kreteria untuk
mengetahui kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dalam menopang Pendapatan

Asli Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Klasifikasi Kreteria Kontribusi

No Persentase Keterangan

1 >4% Sangat berkontribusi

2 3%-3,9% Mempunyai kontribusi

3 2%-2,9% Cukup mempunyai kontribusi
4 1%-1,9% Kurang mempunyai kontribusi
5 0%-0,9% Tidak mempunyai kontribusi

3.7 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pelaksanaan metode pengumpulan data bertujuan
untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan terkait dengan permasalahan yang
diangkat dan akurat kualitasnya. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data

penelitian ini, sebagai berikut :
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3.7.1 Metode Dokumentasi

“Metode Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri
data historis, sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan
harian, cendera mata, laporan, dan segalanya.” (Bungin 2007:122). Metode ini
dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian,
seperti total PAD, penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan kelasnya,
target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan kelasnya, biaya
pemungutan pajak hotel dan pajak restoran, dan data jumlah hotel dan restoran

berdasarkan kelasnya.

3.7.2 Metode Wawancara

Menurut Herdiansyah (2013:31) mendefinisikan metode wawancara

sebagai berikut :

“Metode wawancara adalah proses interaksi komunikasi yang dilakukan
oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersedian dan dalam setting
alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah
ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam
proses memahami.”

Moelong dalam Herdiansyah (2013:29) mendefinisikan metode wawancara
adalaha percakapan dengan maksud tertentu. Wawancaran dalam penelitian ini
termasuk dalam jenis wawancara semiterstruktur, dimana jenis wawancara ini
bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang di
wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya (Esterberg dalam Sugiyono, 2014).
Dalam wawancara ini yang menjadi responden adalah pegawai Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta bagian kepala sub bidang pendaftaran
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dan pendataan. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan
dengan jawaban komprehensif kepada responden untuk menggali informasi
mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pemungutan
pajak hotel dan pajak restoran serta kendala dalam penilaian efektivitas pajak hotel

dan pajak restoran.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

A. Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Untuk melihat besarnya tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan
kontribusi terhadap PAD Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2015,
maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai data realisasi
penerimaan, target penerimaan pajak hotel dan pajak restoran berdasarkan kelasnya
di Kota Yogyakarta. Realisasi penerimaan, target penerimaan pajak hotel dan pajak
restoran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 diperoleh dari dokumen Dinas
Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (DPKAD) Kota Yogyakarta. Target dan
realisasi penerimaan pajak hotel dikelompokan dalam sembilan kelompok
berdasarkan kelas pajak hotel di Kota Yogyakarta. Untuk Target dan Realisasi
pajak restoran di kelompokan dalam enam kelompok berdasarkan kelas pajak
restoran di Kota Yogyakarta. berikut ini adalah data realisasi penerimaan pajak
hotel dan pajak restoran berdasarkan kelasnya di Kota Yogyakarta tahun 2011-
2015.

Pada tahun 2011, dari 9 objek pajak hotel berdasarkan kelasnya, semua
objek pajak hotel dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak hotel adalah Rp.
34.000.000.000, dengan realisasi kelas pajak hotel bintang V sebesar Rp.

9.927.465.840, pajak hotel bintang IV sebesar Rp. 13.862.369.683, pajak hotel
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bintang 11l sebesar Rp.4.348.720.667, pajak hotel bintang Il sebesar Rp.
621.194.116, pajak hotel bintang I sebesar Rp. 750.824.971, pajak hotel melati 11l
sebesar Rp. 1.335.806.496, pajak hotel melati 1l sebesar Rp. 1.211.328.000, pajak
hotel melati | sebesar Rp. 1.767.643.668, dan pajak losmen / penginapan /
peranggrah / hostel / rumah kos sebesar Rp. 174.646.559. Realisasi pajak hotel
tertinggi selama tahun 2011 di dapat dari kelas pajak hotel bintang IV dan
penerimaan terendah didapat dari pajak losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel
/ rumah kos. Dari sembilan objek pajak hotel, semua kelas dapat mencapai target
yaitu hotel bintang V, hotel bintang IV, hotel bintang 11, hotel bintang Il, hotel
bintang I, hotel melati I11, hotel melati I, hotel melati I, dan losemen / penginapan
/ pesanggrahan / hostel/ rumah kos.

Pada tahun 2011, dari 6 objek pajak restoran berdasarkan kelasnya, hanya
lima objek pajak restoran yang dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak
restoran adalah Rp. 13.353.501.000, dengan realisasi pajak kelas restoran sebesar
Rp. 7.156.105.720, pajak rumah makan sebesar Rp. 4.662.538.200, pajak kantin
sebesar Rp. 650.646.280, pajak warung sebesar Rp. 754,210,800 dan pajak
pedagang kaki lima sebesar Rp. 130.000.000. Realisasi penerimaan pajak restoran
tertinggi selama tahun 2012 di dapat dari kelas pajak restoran dan penerimaan
terendah didapat dari pedagang kaki lima. Yang sudah mencapai target yaitu pajak
restoran kelas restoran, rumah makan, kantin,warung, pedagang kaki lima.
Sedangkan untuk kelas katering pada tahun 2011 tidak dilakukan pemungutan pajak

sehingga target dan realisasinya tidak ada.
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Pada tahun 2012, dari 9 objek pajak hotel berdasarkan kelasnya, semua
objek pajak hotel dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak hotel adalah Rp.
55.611,097.144, dengan realisasi pajak kelas hotel bintang V sebesar Rp.
15.002.613.593, pajak hotel bintang IV sebesar Rp. 18.117.118.723, pajak hotel
bintang 111 sebesar Rp.10.305.477.539, pajak hotel bintang Il sebesar Rp.
2.901.699.477, pajak hotel bintang I sebesar Rp. 1.042.573.087, pajak hotel melati
Il sebesar Rp. 1.902.706.436, pajak hotel melati 1l sebesar Rp. 1.468.039.408,
pajak hotel melati | sebesar Rp. 4.536.572.201, dan pajak losmen / penginapan /
pesanggrahan / hostel / rumah kos sebesar Rp. 334.296.680. Realisasi pajak hotel
tertinggi selama tahun 2012 di dapat dari kelas pajak hotel bintang IV dan
penerimaan terendah didapat dari pajak dan losmen / penginapan / pesanggrahan /
hostel / rumah kos. Dari sembilan objek pajak hotel hanya tiga kelas yang dapat
mencapai target yaitu, kelas hotel bintang Ill, hotel bintang Il, dan losmen /
penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos, sedangkan yang belum mencapai
target hotel bintang V, hotel bintang 1V, hotel bintang I, hotel melati 111, hotel melati
I1, dan hotel melati I.

Pada tahun 2012, dari 6 objek pajak restoran berdasarkan kelasnya, hanya
lima objek pajak restoran yang dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak
restoran adalah Rp. 16.168.131.719, dengan realisasi pajak kelas restoran sebesar
Rp. 9.981.921.521, pajak rumah makan sebesar Rp. 2.355.675.991, pajak kantin
sebesar Rp. 1.350.177.951 dan pajak katering sebesar Rp.0, pajak warung sebesar
Rp. 2.480.356.256. Realisasi penerimaan pajak restoran tertinggi selama tahun

2012 di dapat dari kelas pajak restoran dan penerimaan terendah didapat dari
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katering. Yang sudah mencapai target yaitu pajak kelas rumah makan, restoran,
kantin, dan warung, yang belum mencapai target yaitu kelas katering. Sedangkan
untuk kelas pedagang kaki lima pada tahun 2012 tidak dilakukan pemungutan pajak
sehingga target dan realisasinya tidak ada.

Pada tahun 2013, dari 9 objek pajak hotel berdasarkan kelasnya, semua
objek pajak hotel dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak hotel adalah Rp.
68.154.540.528, dengan realisasi kelas pajak hotel bintang V sebesar Rp.
21.274.238.901, pajak hotel bintang IV sebesar Rp. 18.174.153.895, pajak hotel
bintang 11l sebesar Rp.12.924.867.191, pajak hotel bintang Il sebesar Rp
5.586.607.067, pajak hotel bintang | sebesar Rp. 943.746.605, pajak hotel melati
Il sebesar Rp. 1.745.864.357, pajak hotel melati 11 sebesar Rp. 1.608.372.986,
pajak hotel melati | sebesar Rp. 5.452.349.076, dan pajak losmen / penginapan /
pesanggrahan / hostel / rumah kos sebesar Rp. 444.340.450. Realisasi pajak hotel
tertinggi selama tahun 2013 di dapat dari kelas pajak hotel bintang V dan
penerimaan terendah didapat dari losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel /
rumah kos. Dari sembilan objek pajak hotel hanya satu yang belum dapat mencapai
target yaitu kelas hotel bintang I, yaitu hotel bintang I. Sedangkan 8 objek pajak
hotel lainnya sudah dapat mencapai target yaitu kelas hotel bintang V, hotel bintang
IV, hotel bintang 111, hotel bintang I1, hotel melati I11, hotel melati I, hotel melati |
dan losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos.

Pada tahun 2013, dari 6 objek pajak restoran berdasarkan kelasnya, hanya
dua objek pajak restoran yang dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak restoran

adalah Rp. 18.645.297.527, dengan realisasi pajak kelas restoran sebesar Rp
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18.643.344.547, dan pajak katering sebesar Rp. 1.952.980. Realisasi penerimaan
pajak restoran tertinggi selama tahun 2013 di dapat dari kelas pajak restoran dan
penerimaan terendah didapat dari katering. Yang sudah mencapai target yaitu pajak
kelas restoran dan yang belum mencapai target yaitu kelas katering. Sedangkan
untuk kelas rumah makan, kantin, warung, dan pedagang kaki lima pada tahun 2013
tidak dilakukan pemungutan pajak sehingga target dan realisasinya tidak ada.

Pada tahun 2014, dari 9 objek pajak hotel berdasarkan kelasnya, semua
objek pajak hotel dilakukan pemungutan. Total realisasi hotel adalah Rp.
80.707.277.3000, dengan realisasi kelas pajak hotel bintang V sebesar Rp.
25.903.266.446, pajak hotel bintang IV sebesar Rp. 19.435.350.105, pajak hotel
bintang 11l sebesar Rp.17.908.507.437, pajak hotel bintang Il sebesar Rp
5.963.176.904, pajak hotel bintang | sebesar Rp. 1.061.973.282, pajak hotel melati
Il sebesar Rp. 1.753.953.660, pajak hotel melati 1l sebesar Rp. 1.353.869.298,
pajak hotel melati | sebesar Rp. 6.784.781.626, dan pajak losmen / penginapan /
pesanggrahan / hostel / rumah kos sebesar Rp. 542.398.542. Realisasi pajak hotel
tertinggi selama tahun 2014 di dapat dari kelas pajak hotel bintang V dan
penerimaan terendah didapat dari losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel /
rumah kos. Dari sembilan objek pajak hotel hanya tiga yang dapat mencapai target
yaitu kelas hotel bintang Il, hotel melati I, dan losmen / penginapan / pesanggrahan
/ hostel / rumah kos. Sedangkan yang belum mencapai target yaitu kelas hotel
bintang V, hotel bintang 1V, hotel bintang 111, hotel bintang I, hotel melati 111, dan

hotel melati II.
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Pada tahun 2014, dari 6 objek pajak restoran berdasarkan kelasnya, hanya
dua objek pajak restoran yang dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak restoran
adalah Rp. 24.411.664.427, dengan realisasi pajak kelas restoran sebesar Rp.
24.408.571.327, dan pajak katering sebesar Rp. 3.093.100. Realisasi penerimaan
pajak restoran tertinggi selama tahun 2014 di dapat dari kelas pajak restoran dan
penerimaan terendah didapat dari katering. Yang sudah mencapai target yaitu pajak
kelas restoran dan yang belum mencapai target yaitu kelas katering. Sedangkan
untuk kelas rumah makan, kantin, warung, dan pedagang kaki lima pada tahun 2014
tidak dilakukan pemungutan pajak sehingga target dan realisasinya tidak ada.

Pada tahun 2015, dari 9 objek pajak hotel berdasarkan kelasnya, semua
objek pajak hotel dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak hotel adalah Rp.
93.196.594.318, dengan realisasi kelas pajak hotel bintang V sebesar Rp.
25.776.082.047, pajak hotel bintang IV sebesar Rp. 19.757.368.965, pajak hotel
bintang 11l sebesar Rp.23.401.782.168, pajak hotel bintang Il sebesar Rp.
9.219.437.978, pajak hotel bintang | sebesar Rp. 1.703.095.069, pajak hotel melati
Il sebesar Rp. 1.800.509.011, pajak hotel melati 11 sebesar Rp. 1.589.170.592,
pajak hotel melati | sebesar Rp. 9.352.099.678, dan pajak losmen / penginapan /
pesanggrahan / hostel / rumah kos sebesar Rp. 597.048.810. Realisasi pajak hotel
tertinggi selama tahun 2015 di dapat dari kelas pajak hotel bintang V dan
penerimaan terendah didapat dari losmen / penginapan / pesanggrahan / hostel /
rumah kos. Dari sembilan objek pajak hotel hanya tiga yang belum dapat mencapai
target yaitu kelas hotel bintang V, hotel melati Il, dan losmen / penginapan /

pesanggrahan / hostel / rumah kos. Sedangkan 6 objek pajak hotel lainnya dapat
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mencapai target yaitu kelas hotel bintang IV, hotel bintang Ill, hotel bintang I,
hotel bintang 1, hotel melati I11, dan hotel melati I.

Pada tahun 2015, dari 6 objek pajak restoran berdasarkan kelasnya, hanya
dua objek pajak restoran yang dilakukan pemungutan. Total realisasi pajak restoran
adalah Rp. 28.734.423.175, dengan realisasi pajak kelas restoran sebesar
28.733.280.175, dan pajak katering sebesar Rp. 1.143.000. Realisasi penerimaan
pajak restoran tertinggi selama tahun 2015 di dapat dari kelas pajak restoran dan
penerimaan terendah didapat dari katering. Yang sudah mencapai target yaitu pajak
kelas restoran dan yang belum mencapai target yaitu kelas katering. Sedangkan
untuk kelas rumah makan, kantin, warung, dan pedagang kaki lima pada tahun 2015
tidak dilakukan pemungutan pajak sehingga target dan realisasinya tidak ada.

Realisasi penerimaan pajak hotel berdasarkan kelasnya selama tahun 2011
hingga 2015 menunjukan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya, seperti
tampak pada grafik yang terdapat dalam gambar berikut ini:

Gambar 4.1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015
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Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016
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Realisasi penerimaan pajak restoran berdasarkan kelasnya selama tahun
2011 hingga 2015 menunjukan lebih banyak tidak dilakukan pemungutan setiap
tahunnya, meskipun untuk pajak kelas restoran selalu meningkat tetapi tidak di ikuti
kelas pajak restoran lainnya. Seperti tampak pada grafik yang terdapat dalam
gambar berikut ini.

Gambar 4.1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015
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Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016
B. Biaya Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Untuk melihat besarnya tingkat efisiensi pemungutan yang digunakan untuk
pajak hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai dengan tahun
2015, maka peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai data biaya
pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta. Biaya pemungutan
pajak hotel dan restoran dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 diperoleh dari

dokumen Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keungan (DPDPK) Kota
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Yogyakarta. Berikut ini adalah data biaya pemungutan pajak hotel dan pajak
restoran di Kota Yogyakarta tahun 2011-2015.

Tabel 4.1.1
Biaya Pemungutan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011 sampai 2015
(Dalam Rupiah)

Tahun Biaya Pemungutan Pajak Hotel
2011 72,553,225
2012 324,981,000
2013 416,299,400
2014 208,206,100
2015 255,353,100
Jumlah 1,277,392,825

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Total biaya pemungutan pajak hotel dari tahun 2011 sampai dengan tahun
2015 sebesar Rp. 1.277.392.825. Dengan biaya pemungutan pajak hotel pada tahun
2011 sebesar Rp. 72.553.225, ditahun 2012 meningkat diangka 324.981.000,
ditahun 2013 kembali meningkat menjadi 416.299.400, ditahun 2014 tejadi
penurunan menjadi 208.206.100, dan ditahun 2015 terjadi peningkatan kembali di
angka 255.353.100. Sehingga untuk biaya pemungutan pajak hotel selama lima
tahun cendurung terjadi peningkatan, meskipun masih terdapat fluktuasi

Biaya pemungutan pajak hotel selama tahun 2011 hingga 2015 menunjukan
peningkatan setiap tahunnya, kecuali biaya pemungutan pajak hotel tahun 2014 dan
2015 terjadi fluktuasi, seperti tampak pada grafik yang terdapat dalam gambar

berikut ini
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Gambar 4.2.1
Biaya Pemungutan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015
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Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Tabel 4.1.2
Biaya Pemungutan Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011 sampai 2015
(Dalam Rupiah)

Tahun Biaya Pemungutan Pajak Restoran
2011 72,553,225
2012 320,644,517
2013 360,839,525
2014 275,959,965
2015 296,024,332
Jumlah 1,326,021,564

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Total biaya pemungutan pajak restoran dari tahun 2011 sampai dengan
tahun 2015 sebesar Rp. 1.326.021.564. Dengan biaya pemungutan pajak restoran
pada tahun 2011 sebesar Rp. 72.553.225, ditahun 2012 meningkat diangka

320.644.517, ditahun 2013 kembali meningkat menjadi 360.839.525, ditahun 2014
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tejadi penurunan menjadi Rp. 275.959.965, dan ditahun 2015 terjadi meningkat
kembali diangka Rp. 296.024.332. Sehingga untuk biaya pemungutan pajak
restoran selama lima tahun sering terjadi peningkatan, meskipun masih terdapat
fluktuasi.

Biaya pemungutan pajak restoran selama tahun 2011 hingga 2015
menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, kecuali biaya pemungutan pajak hotel
tahun 2014 dan 2015 terjadi fluktuasi, seperti tampak pada grafik yang terdapat

dalam gambar berikut ini

Gambar 4.2.2
Biaya Pemunggutan Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015
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Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016
4.1.2 Pertumbuhan Pajak Hotel dan Pajak Restoran
Alat yang digunakan peniliti untuk mengaukur pertumbuhan pajak hotel
dan pajak restoran adalah metode analisis time series. dengan menggunakan
perhitungan perubahan realisasi pajak hotel dan pajak restoran yang terjadi, melalui

rumus realisasi tahun n dikurangi realisasi tahun n-1 kemudian di bandingkan
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dengan realisasi pajak hotel dan pajak restoran tahun sebelumnya. Tingkat
pertumbuhan pajak hotel dinyatakan dalam bentuk persentase dan restoran
dinyatakan dalam bentuk nominal. Untuk melihat pertumbuhan pajak hotel dan

pajak restoran dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.2.1
Tingkat Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Jenis Tahun 2011 | Tahun 2012 | Tahun 2013 | Tahun 2014 | Tahun 2015
1 Bintang V 6,64% 51,12% 41,80% 21,76% -0,49%
2 Bintang IV 6,05% 30,69% 0,31% 6,94% 1,66%
3 Bintang 11 1,25% 136,98% 25,42% 38,56% 30,67%
4 Bintang Il -5,50% 367,12% 92,53% 6,74% 54,61%
5 Bintang | 21,72% 38,86% -9,48% 12,53% 60,37%
6 Melati I11 -0,79% 42,44% -8,24% 0,46% 2,65%
7 Melati I 12,30% 21,19% 9,56% -15,82% 17,38%
8 Melati | -9,80% 156,65% 20,19% 24,44% 37,84%
9 Losmen/Penginapan/

Pesanggrahan/Hostel | -16,58% 91,41% 32,92% 22,07% 10,08%

/Rumah Kos

Total per tahun 4,57% 63,56% 22,56% 18,42% 15,47%

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Tahun 2011 tingkat pertumbuhaan paling tinggi didapat dari pajak hotel
kelas bintang | sebesar 27,72%. Artinya realisasi pajak hotel kelas bintang I ditahun
2011 mengalami peningkatan 27,72% dibandingkan tahun 2010. tingkat
pertumbuhan paling rendah tahun 2011 didapat dari pajak hotel kelas losemen /
penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos sebesar -16,58%. Sehingga
menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun 2011 secara keseluruhan

pertahun sebesar 4,57%. Tahun 2012 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat
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dari pajak hotel kelas bintang Il sebesar 367,12%. artinya realisasi pajak hotel kelas
bintang Il ditahun 2012 mengalami peningkatan yang signifikan 367,12%
dibandingkan tahun 2011. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2012 didapat
dari pajak hotel melati 1l sebesar 21,19%. Sehingga menghasilkan tingkat
pertumbuhan pajak hotel tahun 2012 secara keseluruhan pertahun sebesar 63,56%.
Tahun 2013 tingkat pertumbuhaan paling tinggi didapat dari pajak hotel kelas
bintang Il sebesar 92,53%. Artinya realisasi pajak hotel kelas bintang Il ditahun
2013 mengalami peningkatan 92,53% dibandingkan tahun 2012. Tingkat
pertumbuhan paling rendah tahun 2013 didapat dari pajak hotel kelas bintang |
sebesar -9,48%. Sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun
2013 secara keseluruahan pertahun sebesar 22,56%. Tahun 2014 tingkat
pertumbuhaan paling tinggi didapat dari pajak hotel kelas bintang Il sebesar
38,56%. Artinya realisasi pajak hotel kelas bintang Il ditahun 2014 mengalami
peningkatan 38,56% dibandingkan tahun 2013. Tingkat pertumbuhan paling rendah
tahun 2014 didapat dari pajak hotel kelas Melati Il sebesar -15,82%. Sehingga
menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak hotel tahun 2014 secara keseluruhan
pertahun sebesar 18,42%. Tahun 2015 tingkat pertumbuhaan paling tinggi didapat
dari pajak hotel kelas bintang | sebesar 60,37%. Artinya realisasi pajak hotel kelas
bintang | ditahun 2015 mengalami peningkatan 60,37% dibandingkan tahun 2014.
Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2015 didapat dari pajak hotel kelas
bintang V sebesar -0,49%. Sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak

hotel tahun 2015 secara keseluruhan pertahun sebesar 15,47%.
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Tabel 4.2.2
Tingkat Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

No Jenis Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
1 Restoran -1.978.494.814 | 2.825.815.801 | 8.661.423.026 | 5.765.226.780 | 4.324.708.848
2 Rumah Makan | 3.388.821.015 | -2.306.862.209 | -2.355.675.991 0 0
3 Kantin -395.695.272 699.531.671 |-1.350.177.951 0 0
4 Katering 0 0 1.952.980 1.140.120 -1.950.100
5 Warung -949.939.083 | 1.726.145.456 | -2.480.356.256 0 0
6 | Pedagang Lima | -23.108.000 -130.000.000 0 0 0

Total per tahun 41.583.846 2.814.630.719 | 2.477.165.808 | 5.776.366.900 4.322.758.748

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Tahun 2011 tingkat pertumbuhaan paling tinggi didapat dari pajak restoran
kelas rumah makan sebesar Rp. 3.388.821.015. Artinya realisasi pajak kelas rumah
makan ditahun 2011 mengalami peningkatan cukup besar Rp. 3.388.821.015
dibandingkan tahun 2010. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2011 didapat
dari pajak restoran kelas restoran sebesar — Rp. 1.978.494.814. Sehingga
menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak restoran tahun 2011 secara keseluruhan
pertahun sebesar Rp. 41.583.846. Tahun 2012 tingkat pertumbuhaan paling tinggi
didapat dari pajak restoran kelas restoran sebesar Rp.2.825.815.801. Artinya
realisasi pajak restoran ditahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup besar Rp.
Rp.2.825.815.801 dibandingkan tahun 2011. Tingkat pertumbuhan paling rendah
tahun 2012 didapat dari pajak restoran kelas rumah makan sebesar - Rp.
2.306.862.209. Sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak restoran tahun

2012 secara keseluruhan pertahun sebesar Rp. 2.814.630.719. Tahun 2013 tingkat

pertumbuhan paling tinggi didapat dari pajak restoran kelas restoran sebesar Rp.
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8.661.423.026 Artinya realisasi pajak restoran kelas restoran ditahun 2013
mengalami peningkatan cukup besar Rp. 8.661.423.026 dibandingkan tahun 2012.
Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2013 didapat dari pajak restoran kelas
warung sebesar —Rp. 2.480.356.256, sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan
restoran tahun 2013 secara keseluruhan pertahun sebesar Rp. 2.477.165.808. Tahun
2014 tingkat pertumbuhan paling tinggi didapat dari pajak restoran kelas restoran
sebesar Rp. 5.765.226.780. Artinya realisasi pajak restoran kelas restoran ditahun
2014 mengalami peningkatan cukup besar Rp. 5.765.226.780 dibandingkan tahun
2013. Tingkat pertumbuhan paling rendah tahun 2014 didapat dari pajak restoran
kelas rumah makan, warung, kantin, dan pedagang kaki lima sebesar Rp. O,
sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan restoran tahun 2014 secara
keseluruhan pertahun sebesar Rp. 5.776.366.900. Tahun 2015 tingkat pertumbuhan
paling tinggi didapat dari pajak restoran kelas restoran sebesar Rp. 4.324.708.848.
Artinya realisasi pajak restoran kelas restoran ditahun 2015 mengalami peningkatan
cukup besar Rp. 4.324.708.848 dibandingkan tahun 2014. Tingkat pertumbuhan
paling rendah tahun 2015 didapat dari pajak restoran kelas katering sebesar - Rp.
1.950.100. Sehingga menghasilkan tingkat pertumbuhan pajak restoran tahun 2015

secara keseluruhan pertahun sebesar Rp. 4.322.758.748.

4.1.3 Analisis Efisiensi Biaya Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Efesiensi pajak hotel adalah perbandingan antara biaya pemungutan pajak
hotel dengan realisasi penerimaan pajak hotel. Realisasi penerimaan pajak
dikatakan baik apabila lebih besar dari pada biaya pemungutan. Semakin tinggi

efisiensi pajak, semakin efisien biaya pemungutan pajak.
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A. Efisiensi Biaya Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2011 Sampai dengan 2015

Perbandingan antara biaya pemunguatan pajak hotel dengan realisasi

penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai tahun 2015

digambarkan jelas pada grafik berikut ini :

Gambar 4.3.1
Biaya Pemungutan dan Realisasi Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2011-2015
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Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Realisasi Pajak Hotel

Berikut adalah hasil penelitian efisiensi biaya pemungutan pajak hotel di

Kota Yogyakarta dari tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.3.1
Efisiensi Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015

Tahun | Biaya Pemungutan Pajak| Realisasi Pajak Efisiensi | Keterangan

(Devas,1989)
2011 72.553.225 34.000.000.000 0,21% | Sangat Efisien
2012 324.981.000 55.611.097.144 0,58% | Sangat Efisien
2013 416.299.400 68.154.540.528 0,61% | Sangat Efisien
2014 208.206.100 80.707.277.300 0,26% | Sangat Efisien
2015 255.353.100 93.196.594.318 0,27% | Sangat Efisien
Rata-Rata 0,39% | Sangat Efisien

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta
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Berikut ini perhitungan efisiensi biaya pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta

o1l - 72.553.225 C 021

- 34.000.000.000 T 0er

2012 = 324.981.000 - 058%
55.611.097.144

2013 = 416.299.400 . 061%
68.154.540.528

) 208.206.100 ) )

2014 = 80.707.277.300 = 0,26%

015 = 255.353.100 - 0.27%

93.196.594.318

Dari perhitungan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa efisiensi
pengeluaran untuk pemungutan pajak hotel Kota Yogyakarata tahun 2011 sampai
dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi dan penurunan tiap tahunnya. Tahun 2011
efisiensi pengeluaran untuk pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta berada
diangka 0,21%, ditahun 2012 menurun di angka 0,58%, di tahun 2013 kembali
menurun diangka 0,61%, ditahun 2014 mengalami peningkatan diangka 0,26%, dan
ditahun 2015 mengalami penurunan kembali di angka 0,27 %. Sedangkan rata-rata

efisiensi pertahun sebesar 0,39% dan dalam kreteria sangat efisien.

B. Efisiensi Biaya Pemungutan Pajak Restoran Tahun 2011 Sampai dengan 2015
Perbandingan antara biaya pemungutan pajak restoran dengan realisasi
penerimaan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2011 sampai tahun 2015

digambarkan jelas pada grafik berikut ini :
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Gambar 4.3.2
Biaya Pemungutan dan Realisasi Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2011-2015
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Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016
Berikut adalah hasil penelitian efisiensi biaya pemungutan pajak restoran di Kota

Yogyakarta dari tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3.2
Efisiensi Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011-2015
Tahun | BiayaPemungutan Realisasi Pajak Efisiensi Keterangan

Pajak Restoran (Devas,1989)

2011 72,553,225 13,355,000,000 0,54% Sangat Efisien
2012 320,644,517 16,168,131,719 1,98% Sangat Efisien
2013 360,839,525 18,645,297,527 1,94% Sangat Efisien
2014 275,959,965 24,411,664,427 1,13% Sangat Efisien
2015 296,024,332 28,734,423,175 1,03% Sangat Efisien
Rata-Rata 1,31% Sangat Efisien

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efisiensi biaya pemungutan terhadap pajak restoran di Kota

Yogyakarta sebagai berikut :
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2011 = 72.553.225 = 0,54%
13.355.000.000

2012 = 320.644.517 = 1.08%
16.168.131.719

2013 = 360.839.525 = 1.94%
18.645.297.527

2014 = 275.959.965 = 1.13%
24.411.664.427

2015 = 296.024.332 = 1,03%

28.734.423.175

Dari perhitungan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa efisiensi
pengeluaran untuk pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarata tahun 2011
sampai dengan tahun 2015 cendurung mengalami peningkatan tiap tahunnya.
Tahun 2011 efisiensi pengeluaran untuk pemungutan pajak restoran di Kota
Yogyakarta berada diangka 0,54%, ditahun 2012 menurun di angka 1,98%, di tahun
2013 mengalami peningkatan diangka 1,94%, ditahun 2014 mengalami
peningkatan kembali diangka 1,13%, dan tahun 2015 mengalami peningkatan
kembali di angka 1,03 %. Sedangkan rata-rata efisiensi pertahun sebesar 1,31% dan

dalam kreteria sangat efisien.
4.1.4 Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Realisasi penerimaan pajak dikatakan baik apabila lebih besar dari target,
atau mendekati target yang ada. Efektivitas pajak hotel dan restoran merupakan
hasil dari perbandingan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dengan
target penerimaan pajak hotel dan restoran. Semakin tinggi efektivitas yang

dihasilkan maka semakin efektif pelaksaanan pemungutan pajak.
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A. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2011
Perbandingan antara realisasi dan target pajak hotel di Kota Yogyakarta
tahun 2011 untuk masing-masing kelas hotel, digambarkan dalam grafik berikut :

Gambar 4.4.1
Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2011
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Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Besarnya efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2011

berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut ini:



92

Tabel 4.4.1
Efektifitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2011
No Jenis Efektiivitas Keterangan
(Kemendagri,1996)
1 | Hotel Bintang V 100% Efektif
2 | Hotel Bintang IV 100% Efektif
3 | Hotel Bintang IlI 100% Efektif
4 | Hotel Bintang Il 100% Efektif
5 | Hotel Bintang | 100% Efektif
6 | Hotel Melati 11 100% Efektif
7 | Hotel Melati 11 100% Efektif
8 | Hotel Melati | 100% Efektif
9 | Losmen/Penginapan/Pesanggrahan 100% Efektif
/Hostel/Rumah Kos
Rata-rata 100% Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta

untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut :

9.927.465.840

Hotel Bintang V

Hotel Bintang IV

9.927.465.840
13.862.369.683

13.862.369.683
4.348.720.667

Hotel Bintang 11l

4.348.720.667
621.194.116

Hotel Bintang 11

621.194.116
750.824.971

Hotel Bintang |

750.824.971
1.335.806.496

Hotel Melati 111

1.335.806.496

= 100%

= 100%

=100%

= 100%

=100%

=100%
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1.211.328.000

Hotel Melati 11 = = 100%
1.211.328.000
) 1.767.643.668
Hotel Melati | = = 100%
' 1.767.643.668 0
] 174.646.559
L /P /| P han/Hostel/R h K =
osmen/Penginapan/ Pesanggrahan/Hostel/Rumah Kos 174 646 559

=100%

Efektifitas pemungutan pajak hotel pada tahun 2011 semua kelas
menghasilkan rasio sebesar 100%, artinya tidak terdapat efektifitas tertinggi dan
terendah.

Pada tahun 2011, tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel di Kota

Yogyakarta , secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Total efektivitas = 34.000.000.000
34.000.000.000

= 100%

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektifitas pemungutan pajak
hotel di Kota Yogyakarta tahun 2011 secara keseluruhan sebesar 100% dan

termasuk dalam kreteria efektif.

Perbandingan antara realisasi dan target pajak restoran di Kota Yogyakarta
tahun 2011 untuk masing-masing kelas restoran, digambarkan dalam grafik sebagai

berikut



Gambar 4.4.2
Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2011
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Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Untuk efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2011

berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut :

Tabel 4.4.2
Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2011
No Jenis Efektivitas Keterangan
(Kemendagri,1996)

1 Restoran 100,00% Efektif
2 Rumah Makan 100,00% Efektif
3 Kantin 100,00% Efektif

3 Katering - -
4 Warung 100,00% Efektif
5 Pedagang Kaki Lima 100,00% Efektif
Rata-rata 100,00% Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta
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Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta

untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut :

7.156.105.720

g = 0

Restoran 7 156.105.720 100%

Rumah Makan = 4.662.538.200 = 100%
4.662.538.200

Kantin - 650.646.280 = 100%
650.646.280

W - 754.210.800 — 100%

arung = 754.210.800 = 0

-t . P 130.000.000 _ 0

Pedagang Kaki Lima = 130.000.000 = 100%

Efektifitas pemungutan pajak restoran pada tahun 2011 sama seperti
efektifitas pemungutan pajak hotel, dimana semua kelas menghasilkan rasio sebesar
100%, artinya tidak terdapat efektivitas tertinggi dan terendah. Sedangkan pajak

restoran kelas katering untuk tahun 2011 tidak dilakukan pemungutan pajak

Pada tahun 2011, tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran di Kota

Yogyakarta , secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Total efektivitas = 13.355.000.000
13.355.000.000

=100%

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektifitas pemungutan pajak

restoran di Kota Yogyakarta tahun 2011 sebesar 100% dan termasuk dalam

kreteria efektif.
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B. Efiktivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2012

Perbandingan antara realisasi dan target pajak hotel tahun 2012 di kota
Yogyakarta untuk masing-masing kelas hotel, digambarkan dalam grafik sebagai

berikut

Gambar 4.5.1
Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2012
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Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Besarnya efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2012

berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut ini
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Tabel 4.5.1
Efektifitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2012
No Jenis Efektivitas Keterangan
(Kemendagri,1996)
1 | Hotel Bintang V 92,81% Efektif
2 | Hotel Bintang IV 97,31% Efektif
3 | Hotel Bintang Il 115,30% Sangat Efektif
4 | Hotel Bintang Il 171,70% Sangat Efektif
5 | Hotel Bintang | 27,97% Tidak Efektif
6 | Hotel Melati I11 43,29% Tidak Efektif
7 | Hotel Melati Il 53,48% Tidak Efektif
8 | Hotel Melati | 90,73% Efektif
9 | Losmen/Penginapan/Pesanggrahan 108,89% Sangat Efektif
/Hostel/Rumah Kos
Rata-rata 90,30% Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta

untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut :

15.002.613.593

Hotel Bintang V =

Hotel Bintang IV =

16.164.000.000
18.117.118.723

18.617.000.000

- _ 10.305.477.539

Hotel Bintang Il = 8 038.000.000
Hotel Bintang Il = 2.901.699.477
1.690.000.000

: _ 1.042.573.087

otel Bintang 1+ = 3.727.000.000
Hotel Melati Il = 1.902.706.436
4.395.000.000

Hotel Melati Il = 1.468.039.408

2.745.000.000

92,81%

97,31%

115,30%

171,70%

27,97%

= 43,29%

= 53,48%
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Hotel Melati | = 4.536.572.201 = 90.73%
5.000.000.000

334.296.680

Losmen/Penginapan/ Pesanggrahan /Hostel/Rumah Kos =
307.000.000

=108,89%

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak hotel kelas
bintang V sebesar 92,81%, bintang IV sebesar 97,31%, bintang Ill sebesar
115,30%, bintang Il sebesar 171,70%, bintang | sebesar 27,97%, melati Il sebesar
43,29%, melati 1l sebesar 53,48%, melati | sebesar 90,73%, dan
losmen/penginapan/ pesanggrahan /hostel/rumah kos sebesar 108,89%. Sehingga
efektivitas pemungutan pajak hotel tertinggi pada tahun 2012 adalah pajak hotel
kelas bintang Il sebesar 171,70%, dan efektifitas pemungutan pajak terendah adalah

pajak hotel kelas bintang I sebesar 27,97%.

Pada tahun 2012, tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel di Kota
Yogyakarta secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

55.611.097.144
61.583.000.000

Total efektivitas =

= 90,30 %

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektifitas pemungutan pajak
hotel di Kota Yogyakarta tahun 2012 secara keseluruhan sebesar 90,30% dan

termasuk dalam kreteria efektif.

Perbandingan antara realisasi dan target pajak restoran tahun 2012 di Kota
Yogyakarta untuk masing-masing kelas restoran, digambarkan dalam grafik

sebagai berikut
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Gambar 4.5.2
Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2012
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Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Untuk efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun

2012 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut :

Tabel 4.5.2

Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2012

No Jenis Efektivitas Keterangan
(Kemendagri,1996)
1 Restoran 102,22% Sangat Efektif
2 Rumah Makan 70,63% Kurang Efektif
3 Kantin 108,01% Sangat Efektif
4 Katering - -
5 Warung 124,02% Sangat Efektif
6 Pedagang Kaki Lima - -
Rata-rata 97,99% Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota

Yogyakarta untuk tahun 2012 adalah sebagai berikut :
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0.981.921.521

Restoran = 9.764.820.000 = 102,22 %

Rumah Makan = 2.355.675.991 = 70,63 %
3.335.180.000

Kantin _ 1.350.177.951 = 108,01 %
1.250.000.000

Katering = 0 = 0%
150.000.000
2.480.356.256

Warung = 2.000.000.000 = 124,02 %

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak restoran
kelas restoran sebesar 102,22%, rumah makan sebesar 70,63%, kantin sebesar
108,01%, dan warung sebesar 124,02%. Sehingga efektivitas pemungutan pajak
restoran tertinggi pada tahun 2012 adalah pajak restoran kelas restoran sebesar
102,22%, dan efektifitas pemungutan pajak terendah adalah pajak restoran kelas
katering sebesar 0%. Sedangkan untuk pajak restoran kelas pedagang kaki lima
pada tahun 2012 tidak dilakukan pemungutan pajak.

Pada tahun 2012, tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran di Kota

Yogyakarta , secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Total efektivitas = 16.168.131.719
16.500.000.000

= 97,99%

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata rata efektifitas pemungutan pajak
restoran di Kota Yogyakarta tahun 2012 sebesar 97,99% dan termasuk dalam

kreteria efektif.
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C. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2013
Perbandingan antara realisasi dan target pajak hotel tahun 2013 di Kota
Yogyakarta untuk masing-masing kelas hotel, digambarkan dalam grafik sebagai
berikut

Gambar 4.6.1
Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2013
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Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016
Besarnya efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun

2013 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut ini
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Tabel 4.6.1
Efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2013
No Jenis Efektivitas Keterangan
(Kemendagri,1996)
1 | Hotel Bintang V 110,80% Sangat Efektif
2 | Hotel Bintang IV 108,83% Sangat Efektif
3 | Hotel Bintang IlI 112,39% Sangat Efektif
4 | Hotel Bintang Il 111,73% Sangat Efektif
5 | Hotel Bintang | 94,37% Efektif
6 | Hotel Melati Il 102,70% Sangat Efektif
7 | Hotel Melati Il 107,22% Sangat Efektif
8 | Hotel Melati | 109,05% Sangat Efektif
9 | Losmen/Penginapan/Pesanggrahan 111,09% Sangat Efektif
/Hostel/Rumah Kos

Rata-rata 109,93% Sangat Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta

untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Hotel Bintang vV = 21.274.238.901
19.200.000.000
Hotel Bintang IV = 18.174.153.895
16.700.000.000
Hotel Bintang Il = 12.924.867.191
11.500.000.000

otel B | B 5.586.607.067
otel Bintang = 5.000.000.000

. B 943.746.605

Hotel Bintang | B 1.000.000.000
. ) 1.745.864.357

Hotel Melati 111 = 1700.000.000
Hotel Melati I = 1.608.372.986

1.500.000.000

= 110,80%

108,83%

= 112,39%

= 111,73%

94,37%

102,70%

=107,22%
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_ 5.452.349.076
Hotel Melati | = 5.000.000.000 = 109,05%
. _ 444.340.450
Losmen/Penginapan/ Pesanggrahan /Hostel/Rumah Kos = 400.000.000

=111,09%

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak hotel kelas
bintang V sebesar 110,80%, bintang IV sebesar 108,83%, bintang Ill sebesar
112,39%, bintang Il sebesar 111,73%, bintang | sebesar 94,37%, melati Il sebesar
102,70%, melati Il sebesar 107,22%, melati | sebesar 109,05%, dan
losmen/penginapan/ pesanggrahan /hostel/rumah kos sebesar 111,09%. Sehingga
efektivitas pemungutan pajak hotel tertinggi pada tahun 2013 adalah pajak hotel
kelas bintang I11 sebesar 112,39 %, dan efektifitas pajak terendah adalah pajak hotel

kelas bintang I sebesar 94,37%.

Pada tahun 2013, tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel di Kota
Yogyakarta , secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

68.154.540.528
62.000.000.000

Total efektivitas =

= 109,93%

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektifitas pemungutan pajak
hotel di Kota Yogyakarta tahun 2013 secara keseluruhan sebesar 109,93% dan

termasuk dalam Kkreteria sangat efektif.

Perbandingan antara realisasi dan target pajak restoran tahun 2013 di Kota
Yogyakarta untuk masing-masing kelas restoran, digambarkan dalam grafik

sebagai berikut :
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Gambar 4.6.2
Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2013
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Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Untuk efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2013

berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut :

Tabel 4.6.2

Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2013

No Jenis Efektivitas Keterangan
(Kemendagri,1996)
1 Restoran 103,10% Sangat Efektif
2 Rumah Makan - -
3 Kantin - -
4 Katering 10,85% Tidak Efektif
5 Warung - -
6 Pedagang Kaki Lima - -
Rata-rata 103,01% Sangat Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta
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Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta

untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut :

18.643.344.547
g = 0,
Restoran 18.082.000.000 103,10%
. 1.952.980
Katering = 18.000.000 = 10,85%

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak restoran
kelas restoran sebesar 103,10%, dan katering sebesar 10,85%. Sehingga efektivitas
pemungutan pajak restoran tertinggi pada tahun 2012 adalah pajak restoran kelas
restoran sebesar 103,10%, dan efektifitas pemungutan pajak terendah adalah pajak
restoran kelas katering sebesar 10,85%. Sedangkan pajak restoran kelas rumah
makan, kantin, warung, dan pedagang kaki lima untuk tahun 2013 tidak dilakukan

pemungutan pajak.

Pada tahun 2013, tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran di Kota

Yogyakarta, secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

18.645.297.527
18.100.000.000

Total efektivitas =
=103,01%

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektifitas pemungutan pajak
restoran di Kota Yogyakarta tahun 2013 secara keseluruhan sebesar 103,01% dan

termasuk dalam Kkreteria sangat efektif.
D. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2014

Perbandingan antara realisasi dan target pajak hotel tahun 2014 di Kota

Yogyakarta untuk masing-masing kelas hotel, digambarkan dalam grafik berikut
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Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2014
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Besarnya efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2014

berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut

Tabel 4.7.1

Efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2014

No Jenis Efektivitas Keterangan
(Kemendagri,1996)
1 Hotel Bintang V 89,02% Cukup Efektif
2 Hotel Bintang 1V 88,92% Cukup Efektif
3 Hotel Bintang 111 98,61% Efektif
4 Hotel Bintang 11 103,53% Sangat Efektif
5 Hotel Bintang | 41,35% Tidak Efektif
6 Hotel Melati 111 95,84% Efektif
7 Hotel Melati 11 78,71% Kurang Efektif
8 Hotel Melati | 109,43% Sangat Efektif
9 Losmen/Penginapan/Pesanggrahan 112,50% Sangat Efektif
/Hostel/Rumah Kos
Rata-rata 109,93% Sangat Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta
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Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta

untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Hotel Bintang V= 25.903.266.446 = 89,02%
29.098.000.000
. 19.435.350.105
Hotel Bintang IV = = 88,92%
g 21.856.000.000 ’
. 17.908.507.437
= = 0,
Hotel Bintang IlI 18 161.000.000 98,61%
Hotel Bintang Il = 5.963.176.904 =103,53%
5.759.869.000
Hotel Bintang | = 1.061.973.282 = 41,35%
2.568.000.000
Hotel Melati Il = 1.753.953.660 = 95,84%
1.830.000.000
| 1.353.869.298
= = 0
Hotel Melati 11 1.720.000.000 78,71%
Hotel Melati | = 6.784.781.626 = 109,43%
6.200.000.000
Losmen / Penginapan / Pesanggrahan / Hostel / Rumah Kos = 542.398.542
482.131.000

=112,50%

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak hotel kelas
bintang V sebesar 89,02%, bintang 1V sebesar 88,92%, bintang |11 sebesar 98,61%,
bintang 11 sebesar 103,53%, bintang | sebesar 41,35%, melati 11l sebesar 95,84%,
melati 1l sebesar 78,71%, melati | sebesar 109,43%, dan losmen/penginapan/
pesanggrahan /hostel/rumah kos sebesar 112,50%. Sehingga efektivitas
pemungutan pajak hotel tertinggi pada tahun 2014 adalah kelas losmen /
penginapan / pesanggrahan / hostel / rumah kos sebesar 112,50 %, dan efektifitas

pajak terendah adalah pajak hotel kelas bintang | sebesar 41,35%.
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Pada tahun 2014, tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel di Kota

Yogyakarta , secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

80.707.277.300
87.675.000.000

Total efektivitas

92,05%

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektifitas pemungutan pajak
hotel di Kota Yogyakarta tahun 2014 secara keseluruhan sebesar 92,05% dan

termasuk dalam kreteria sangat efektif.

Perbandingan antara realisasi dan target pajak restoran di Kota Yogyakarta
tahun 2014 untuk masing-masing kelas restoran, digambarkan dalam grafik sebagai
berikut

Gambar 4.7.2
Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2014
30.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000

5.000.000.000

Restoran  Rumah Makan Kantin Katering Warung  Pedagang Kaki
Lima
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Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016
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Untuk efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2014

berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut

Tabel 4.7.2
Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2014
No Jenis Efektivitas Keterangan
(Kemendagri,1996)

1 Restoran 109,46% Sangat Efektif
2 Rumah Makan - -
3 Kantin - -
4 Katering 12,37% Tidak Efektif
5 Warung - -
6 Pedagang Kaki Lima - -

Rata-rata 109,35% Sangat Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta

untuk tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Restoran = £4.408.571.327 =109,46%
22.300.000.000
Katering = 3.093.100 =12,37%
25.000.000

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak restoran
kelas restoran sebesar 109,46%, dan katering sebesar 12,37%. Sehingga efektivitas
pemungutan pajak restoran tertinggi pada tahun 2014 adalah pajak restoran kelas
restoran sebesar 109,46%, dan efektifitas pajak terendah adalah kelas katering
sebesar 12,37%. Untuk pajak restoran kelas rumah makan, kantin, warung, dan

pedagang kaki lima pada tahun 2014 tidak dilakukan pemungutan pajak.
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Pada tahun 2014, tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran di Kota

Yogyakarta , secara keseluruhan adalah sebagai berikut

Total efektivitas = 24.411.664.427
22.325.000.000

= 109,35%

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat rata-rata efektifitas pemungutan
pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2014 sebesar 109,35% dan termasuk

dalam kreteria sangat efektif.
E. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Tahun 2015

Perbandingan antara realisasi dan target pajak hotel di Kota Yogyakarta
tahun 2015 untuk masing-masing kelas hotel, digambarkan dalam grafik sebagai
berikut

Gambar 4.8.1
Realisasi dan Target Pajak Hotel Kota Yogyakarta 2015
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Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016
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Besarnya efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta tahun 2015

berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut ini

Tabel 4.8.1
Efektivitas Pajak Hotel Kota Yogyakarta Tahun 2015
No Jenis Efektivitas Keterangan
(Kemendagri,1996)
1 | Hotel Bintang V 99,14% Efektif
2 | Hotel Bintang IV 112,90% Sangat Efektif
3 | Hotel Bintang IlI 104,01% Sangat Efektif
4 | Hotel Bintang Il 122,93% Sangat Efektif
5 | Hotel Bintang | 113,54% Sangat Efektif
6 | Hotel Melati 11l 120,03% Sangat Efektif
7 | Hotel Melati Il 96,31% Efektif
8 | Hotel Melati | 113,36% Sangat Efektif
9 | Losmen/Penginapan/Pesanggrahan 99,51% Efektif
/Hostel/Rumah Kos
Rata-rata 107,12 % Sangat Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Yogyakarta

untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Hotel BintangV = = 25.176.082.047 = 99,14%
26.000.000.000
Hotel Bintang IV~ = 19.757.368.965 = 112,90%
17.500.000.000
Hotel Bintang 11l = 23.401.782.168 = 104,01%
22.500.000.000
. 9.219.437.978
= = 0,
Hotel Bintang 11 2 500.000.000 122,93%
_ B 1.703.095.069 _ .
Hotel Bintang | = 1.500.000.000 = 113,54%
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. _ 1.800.509.011 _ .
Hotel Melati 111 = 1.500.000.000 =120,03%
Hotel Melati Il = 1.589.170.592 = 96,31%
1.650.000.000
_ ~ 9.352.099.678 ~ .
. 597.048.810
Losmen/Penginapan/ Pesanggrahan /Hostel/Rumah Kos 500.000.000

=99,51%

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak hotel kelas
bintang V sebesar 99,14%, bintang IV sebesar 112,90%, bintang Il sebesar
104,01%, bintang Il sebesar 122,93%, bintang | sebesar 113,54%, melati 111 sebesar
120,03%, melati 1l sebesar 96,31%, melati | sebesar 113,36%, dan
losmen/penginapan/ pesanggrahan /hostel/rumah kos sebesar 99,51%. Sehingga
efektivitas pemungutan pajak hotel tertinggi pada tahun 2015 adalah kelas hotel
bintang 11 sebesar 122,93 %, dan efektifitas pajak hotel terendah adalah kelas pajak

hotel melati 11 sebesar 96,31%.

Pada tahun 2015, tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel di Kota
Yogyakarta , secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

93.196.594.318
87.000.000.000

Total efektivitas =

= 107,12 %

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat efektifitas rata-rata pemungutan pajak
hotel di Kota Yogyakarta tahun 2015 secara keseluruhan sebesar 107,12% dan

termasuk dalam kreteria sangat efektif.
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Dari perbandingan antara realisasi dan target pajak restoran tahun 2015 di
Kota Yogyakarta untuk masing-masing kelas restoran, digambarkan dalam grafik

sebagai berikut

Gambar 4.8.2
Realisasi dan Target Pajak Restoran Kota Yogyakarta 2015

35.000.000.000
30.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000

5.000.000.000

Restoran Rumah Kantin Katering Warung Pedagang
Makan Kaki Lima

M Target Pajak Restoran M Realisasi Pajak Restoran
Sumber : Data penelitian diolah tahun 2016

Untuk efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun

2015 berdasarkan kelasnya dapat dilihat ditabel berikut :

Tabel 4.8.2
Efektivitas Pajak Restoran Kota Yogyakarta Tahun 2015
No Jenis Efektivitas Katerangan
(Kemendagri,1996)

1 Restoran 106,46% Sangat Efektif
2 Rumah Makan - -
3 Kantin - -
4 Katering 11,43% Tidak Efektif
5 Warung - -
6 Pedagang Kaki Lima - -

Rata-rata 106,42% Sangat Efektif

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta
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Berikut ini perhitungan efektivitas pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta

untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Restoran = 28.733.280.175 = 106,46 %
26.990.000.000
Katering = 1.143.000 =11,43 %
10.000.000

Berdasarkan perhitungan di atas, efektivitas pemungutan pajak restoran
kelas restoran sebesar 106,46%, dan katering sebesar 11,43%. Sehingga efektivitas
pemungutan pajak restoran tertinggi pada tahun 2015 adalah pajak kelas restoran
sebesar 106,46%, dan efektifitas pajak restoran terendah adalah kelas katering
sebesar 11,43%. Sedangkan pajak restoran kelas rumah makan, kantin, warung, dan
pedagang kaki lima pada tahun 2015 tidak dilakukan pemungutan pajak.

Pada tahun 2015, tingkat rata-rata efektivitas pajak restoran di Kota
Yogyakarta , secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

28.734.423.175
27.000.000.000

Total efektivitas =

= 106,42%

Dari perhitungan di atas di peroleh tingkat efektifitas rata-rata
pemungutan pajak restoran di Kota Yogyakarta tahun 2015 secara keseluruhan

sebesar 106,42% dan termasuk dalam kreteria sangat efektif.
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4.1.5 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah

Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah,
perhitungan yang digunakan dilakukan dengan menggunakan data realisasi
penerimaan pajak hotel dan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2011
hingga tahun 2015.

Berikut hasil penelitian kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah Kota
Yogyakarta dari tahun 2011-2015.

Tabel 4.9.1
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2015

Tahun | Realisasi Pajak | Pajak Daerah | Kontribusi Keterangan
Hotel (Bawasir dalam
Nguamar, 2016)
2011 | 34.000.000.000 | 101,349,000,000 | 33,55% | Sangat Berkontribusi
2012 | 55,611,097,144 | 207,703,488,739 | 26,77% | Sangat Berkontribusi
2013 | 68,154,540,528 | 227,748,852,911 | 29,93% | Sangat Berkontribusi
2014 | 80,707,277,300 | 253,461,936,189 | 31,84% | Sangat Berkontribusi
2015 | 93,196,594,318 | 304,068,622,926 | 30,65% | Sangat Berkontribusi
Rata-rata 30,31% | Sangat Berkontribusi

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di Kota

Yogyakarta adalah sebagai berikut :

34.000.000.000
101.349.000.000

55.611.097.144
207.703.488.739

Tahun 2011 = = 35,55 %

Tahun 2012 26,77 %
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68.154.540.528
= = 0,
Tahun 2013 997 748.852 911 29,93 %

80.707.277.300

253.461.936.189

93.196.594.318
Tahun 2015 = 304.068.622.926 = 30,65%

Tahun 2014 31,84 %

Dari perhitungan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa kontribusi pajak
hotel terhadap pajak daerah di Kota Yogyakarata tahun 2011 sampai dengan tahun
2015 mengalami fluktuasi dan peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2011 kontribusi
pajak hotel terhadap pajak daerah Kota Yogyakarta berada diangka 35,55%,
ditahun 2012 menurun di angka 26,77%, ditahun 2013 meningkat diangka 29,93%,
ditahun 2014 kembali meningkat diangka 31,84%, dan tahun 2015 mengalami
penurunan di angka 30,65 %. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap
pajak daerah pertahun sebesar 30,31% dan termasuk dalam kreteria sangat

berkontribusi.

4.1.6 Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah,
perhitungan yang digunakan dilakukan dengan menggunakan data realisasi
penerimaan pajak hotel dan pendapatan asli daerah dari tahun 2011 hingga tahun
2015.

Berikut hasil penelitian kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli

daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 2011-2015



Tabel 4.9.2
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2015
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Tahun | Realisasi Pajak | Pendapatan Asli | Kontribusi Keterangan

Hotel Daerah (Bawasir dalam

Nguamar, 2016)
2011 | 34.000.000.000 | 203,838,217,886 | 16,68% Sangat Berkontribusi
2012 | 55,611,097,144 | 338,283,728,285 | 16,44% Sangat Berkontribusi
2013 | 68,154,540,528 | 383,052,140,420 | 17,79% Sangat Berkontribusi
2014 | 80,707,277,300 | 470,641,528,444 | 17,15% Sangat Berkontribusi
2015 | 93,196,594,318 | 510,548,822,809 | 18,25% Sangat Berkontribusi
Rata-rata 17,40% Sangat Berkontribusi

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Berikut ini perhitungan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli

daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tahun 2011 =

Tahun2012 =

Tahun2013 =

Tahun 2014 =

Tahun 2015 =

Dari perhitungan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa kontribusi pajak

34.000.000.000

203.838.217.886
55.611.097.144

338.283.728.285
68.154.540.528

383.052.140.420
80.707.277.300

470.641.528.444
93.196.594.318

510.548.822.809

= 16,68%

= 16,44%

= 17,79 %

= 17,15%

= 18,25%

hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarata tahun 2011 sampai dengan

tahun 2015 mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Tahun 2011 kontribusi pajak hotel

terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta berada diangka 16,68%, ditahun

2012 menurun di angka 16,44%, di tahun 2013 meningkat diangka 17,79%, ditahun
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2014 menurun diangka 17,15%, dan tahun 2015 mengalami peningkatan kembali
di angka 18,25 %. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan
asli daerah pertahun sebesar 17,40% dan termasuk dalam kreteria sangat

berkontribusi.

4.1.7 Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah

Sama halnya untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap pajak
daerah, perhitungan yang digunakan dengan menggunakan data realisasi
penerimaan pajak restoran dan realisasi penerimaan pajak daerah dari tahun 2011
hingga tahun 2015.

Berikut hasil penelitian kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah
Kota Yogyakarta dari tahun 2011-2015.

Tabel 4.10.1
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2015

Tahun | Realisasi Pajak | Pajak Daerah | Kontribusi Keterangan
Restoran (Bawasir dalam
Nguamar, 2016)
2011 | 13,355,000,000 | 101,349,000,000 | 13,18% | Sangat Berkontribusi
2012 | 16,168,131,719 | 207,703,488,739 | 7,78% Sangat Berkontribusi
2013 | 18,645,297,527 | 227,748,852,911 | 8,19% Sangat Berkontribusi
2014 | 24,411,664,427 | 253,461,936,189 | 9,63% Sangat Berkontribusi
2015 | 28,734,423,175 | 304,068,622,926 | 9,45% Sangat Berkontribusi
Rata-rata 9,26% Sangat Berkontribusi

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Berikut ini perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah di
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13.355.000.000

2011 = =13,18%
101.349.000.000
16.168.131.719
= = 0,
2012 207.703.488.739 7.78%
2013 = 18.645.297.527 _ 819%
227.748.852.911
24.411.664.427
= = 0,
2014 253.461.936.189 9,63%
2015 = 28.734.423.175 = 9.45%

304.068.622.926

Dari perhitungan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa kontribusi pajak
restoran terhadap pajak daerah Kota Yogyakarata tahun 2011 sampai dengan tahun
2015 mengalami fluktuasi dan peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2011 kontribusi
pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Yogyakarta berada diangka 13,18%,
ditahun 2012 menurun di angka 7,78%, ditahun 2013 meningkat diangka 8,19%
ditahun 2014 kembali meningkat diangka 9,63%, dan ditahun 2015 mengalami
penurunan di angka 9,45 %. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak restoran
terhadap pajak daerah pertahun sebesar 9,26% dan termasuk dalam kreteria sangat

berkontribusi.

4.1.8 Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD

Sama halnya untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap
pendapatan asli daerah, perhitungan yang digunakan dengan menggunakan data
realisasi penerimaan pajak restoran dan pendapatan asli daerah dari tahun 2011

hingga tahun 2015.



Tabel 4.10.2
Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2011-2015
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Tahun | Realisasi Pajak | Pendapatan Asli | Kontribusi Keterangan
Restoran Daerah (Bawasir dalam
Nguamar, 2016)
2011 | 13,355,000,000 | 203,838,217,886 | 6,55% Sangat Berkontribusi
2012 | 16,168,131,719 | 338,283,728,285 | 4,78% Sangat Berkontribusi
2013 | 18,645,297,527 | 383,052,140,420 | 4,87% Sangat Berkontribusi
2014 | 24,411,664,427 | 470,641,528,444 | 5,19% Sangat Berkontribusi
2015 | 28,734,423,175 | 510,548,822,809 | 5,63% Sangat Berkontribusi
Rata-rata 5,31% Sangat Berkontribusi

Sumber : DPKAD Kota Yogyakarta

daerah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

2011

2012

2013

2014

2015

13.355.000.000

203.838.217.886
16.168.131.719

338.283.728.285
18.645.297.527

383.052.140.420
24.411.664.427

470.641.528.444
28.734.423.175

510.548.822.809

=6,55%

=4,78%

=4,87%

=5,19%

=5,63%

Berikut ini perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli

Dari perhitungan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa kontribusi pajak

restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarata tahun 2011 sampai

dengan tahun 2015 mengalami fluktuasi dan peningkatan tiap tahunnya. Tahun

2011 kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta

berada diangka 6,55%, ditahun 2012 menurun di angka 4,78%, di tahun 2013

meningkat diangka 4,87%, ditahun 2014 kembali meningkat diangka 5,19%, dan
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ditahun 2015 kembali meningkat di angka 5,63 %. Sedangkan rata-rata kontribusi
pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah pertahunnya sebesar 5,31% dan

termasuk dalam kreteria sangat berkontribusi.

4.2 Pembahasan

A. Petumbuhaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Besar kecilnya pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak
restoran akan mempengaruhi tingkat efektivitas, efisiensi dan kontribusi terhadap
PAD. Hal ini berdasarkan indikator yang ada pada penilaian efektivitas, efisiensi
dan kontribusi sangat bergantungan pada realisasi penerimaan yang ada pada pajak
hotel dan pajak restoran. Tingkat pertumbuhan pajak hotel dinyatakan dalam bentuk
persentase dan pajak restoran dinyatakan dalam bentuk nominal. Perbedaan ini di
karenakan data pada realisasi penerimaan pajak restoran berdasarkan kelas tidak

mendukung untuk dilakukan analisis pertumbuhan dalam bentuk presentase.

Penelitian yang dilakukan, dalam pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2011
hingga 2015, berdasarkan masing-masing kelas cendurung mengalami penurunan.
Namun, secara keseluruhan pajak hotel dari tahun 2011-2015 mengalami fluktuasi
dan penurunan. Hal ini dikarenakan pertumbuhan pajak hotel berdasarkan kelas
tertentu yang mengalami peningkatan signifikan, sehingga secara keseluruhan
mampu menutupi  pertumbuhan pajak hotel kelas lainnya yang mengalami
penurunan. Tahun 2011 pertumbuhan pajak hotel secara keseluruhan mencapai
4,57% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 34.000.000.000 dan menunjukan

peningkatan 4,57% di banding realisasi penerimaan tahun 2010. Tahun 2012
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pertumbuhan pajak hotel secara keseluruhan mencapai 63,56% dengan realisasi
penerimaan sebesar Rp. 55.611.097.144 dan menunjukan peningkatan 63,56% di
banding realisasi penerimaan tahun 2011. Tahun 2013 pertumbuhan pajak hotel
secara keseluruhan mencapai 22,56% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.
68.154.540.528 dan menunjukan peningkatan 22,56% di banding realisasi
penerimaan tahun 2012. Tahun 2014 pertumbuhan pajak hotel secara keseluruhan
mencapai 18,42% dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 80.707.277.300 dan
menunjukan peningkatan 18,42% di banding realisasi penerimaan tahun 2013.
Tahun 2015 pertumbuhan pajak hotel secara keseluruhan mencapai 15,47% dengan
realisasi penerimaan sebesar Rp. 93.196.594.318 dan menunjukan peningkatan
15,47% di banding realisasi penerimaan tahun 2014. Meskipun tingkat
pertumbuhaan pajak hotel secara keseluruhan tidak selalu sama dan terjadi
fluktuasi setiap tahunnya, tetapi realisasi penerimaan pajak hotel secara

keseluruhan tetap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Safitri dan Ratnawati (2013) yang
menyatakan rasio pertumbuhan pajak hotel di Kota Semarang tahun 2008-2012
secara keseluruhan mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan
jumlah hotel di Kota Semarang karena adanya penutupan hotel, seperti Hotel Dibya
Puri (JI. Pemuda), Hotel Telomoyo (JI.Gajahmada), Hotel Santika (JI. Ahmad
Yani), Hotel Rama (Belakang PasarJohar), Hotel Handayani (JI. Sriwijaya) dan

Hotel Tanjung (JI. Tanjung).

Di sisi lain, pertumbuhan pajak restoran berdasarkan kelas cendurung

mengalami penurunan yang cukup besar dari tahun ketahun. Hal ini dikarenakan
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kebijakan atas penetapan peraturan Walikota Yogyakarta yang sering berubah
terhadap ketentuan objek kelas pajak restoran. Dampak dari perubahan peraturan
tersebut mengakibatkan realisasi dan target penerimaan berdasarkan kelas tertentu
tidak ada, membuat pertumbuhan menurun drastis. Sehingga kebijakan atas
peraturan Walikota Yogyakarta tersebutlah yang menjadi faktor utama perbedaan
pertumbuhan yang terjadi pada pajak hotel dan restoran di kota yogyakarta selama
tahun 2011 hingga 2015. Namun, pertumbuhan pajak restoran secara keseluruhan
dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami fluktuasi. Hal tersebut karena
pertumbuhan yang terjadi pada pajak restoran yang berasal dari kelas restoran
cukup besar, sehingga secara keseluruhan mampu menutupi pertumbuhan pajak
kelas lainnya yang mengalami penurunan. Pertumbuhan pajak restoran secara
keseluruhan pada tahun 2011 sebesar Rp.41.583.846 dengan realisasi penerimaan
sebesar Rp. 13.353.501.000 dan menunjukan peningkatan Rp. 41.583.846 di
banding realisasi penerimaan pada tahun 2010. Pertumbuhan pajak restoran secara
keseluruhan pada tahun 2012 sebesar Rp. 2.814.630.719 dengan realisasi
penerimaan sebesar Rp. 16.168.131.719 dan menunjukan peningkatan Rp.
2.814.630.719 di banding realisasi penerimaan pada tahun 2011. Pertumbuhan
pajak restoran secara keseluruhan pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.477.165.808
dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 18.645.297.527 dan menunjukan
peningkatan Rp. 2.477.165.808 di banding realisasi penerimaan pada tahun 2012.
Pertumbuhan pajak restoran secara keseluruhan pada tahun 2014 sebesar
Rp.5.766.366.900 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 24.411.664.427 dan

menunjukan peningkatan Rp. 5.766.366.900 di banding realisasi penerimaan pada
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tahun 2013. Pertumbuhan pajak restoran secara keseluruhan pada tahun 2015
sebesar Rp. 4.322.758.748 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp.
28.734.423.175 dan menunjukan peningkatan Rp. 4.322.758.748 di banding
realisasi penerimaan pada tahun 2014. Meskipun secara keseluruhan dan
berdasarkan kelas tingkat pertumbuhaan pajak restoran mengalami fluktuasi dan
penurunan yang signifikan setiap tahunnya, tetapi realisasi penerimaan pajak

restoran secara keseluruhan tetap meningkat dari tahun ketahun.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Safitri dan Ratnawati (2013) yang
menyatakan rasio pertumbuhan pajak restoran di Kota Semarang tahun 2008
sampai dengan tahun 2012 secara keseluruhan mengalami pertumbuhan yang

berfluktuasi.

Berdasarkan keterangan Bapa Kisbiyantoro (2016) terdapat beberapa faktor
yang mempengaruhi dan membedakan pertumbuhan yang terjadi antara pajak hotel

dan pajak restoran. Faktor tersebut adalah:

a) Jumlah hotel, restoran yang baru mulai beroperasi,dan jumlah hotel, restoran
yang mengalami kebangkrutan. Dimana untuk jumlah restoran baru dalam
beberapa tahun ini cendurung lebih banyak dibandingkan dengan jumlah hotel
baru. Namun, sebaliknya hotel justru cendurung lebih banyak mengalami
kebangkrutan tiap tahunnya dibandingkan dengan restoran yang mengalami
kebangkrutan. Sehingga dengan adanya restoran dan hotel yang baru, membuat
menambahnya objek dari pemungutan pajak, namun sebaliknya jika

mengalami kebangkrutan maka akan membuat berkurangnya objek
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pemungutan pajak dari hotel maupun restoran. Sehingga , faktor tersebut dapat
menentukan sejauh mana realisasi penerimaan yang akan diperoleh dari
pemungutan pajak hotel dan pajak restoran.

b) Event yang ada di Kota Yogyakarta. Pada saat terjadi event, dapat mendorong
meningkat jJumlah wisatawan dari luar untuk ke Kota Yogyakarta, dikarenakan
dengan datangnya wisatawan yang berasal dari luar kota tersebut, cendurung
mengharuskan wisatawan tersebut untuk menginap dihotel, maka hal tersebut
memberikan dampak peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel. Sama
dengan halnya restoran akan mengalami peningkatan pelanggan, sehingga
realisasi penerimaan pajak restoran akan ikut meningkat, karena datangnya
wisatawan dari luar tersebut. Namun, event yang terjadi di kota Yogyakarata
dalam lima tahun terakhir ini cendurung sama dan tidak ada perubahan yang
besar dari sebelumnya, sehingga event tidak memberikan dampak yang besar
dan berbeda terhadap realisasi penerimaan dari tahun ketahun. Selain itu juga,
jika terdapat event di Kota Yogyakarta, tidak dapat menjamin bahwa semua
wisatawan yang berasal di luar daerah Kota Yogyakarata untuk menginap di

hotel atau makan di sekitar daerah Kota Yogyakarta.

Namun, Faktor-faktor tersebut tidak hanya memberikan pengaruh terhadap
pertumbuhan, tetapi juga akan memberikan pengaruh terhadap efektivitas
pemungutan pajak, efisiensi biaya pemungutan pajak, dan kontribusi terhadap
pendapatan asli daerah. Hal ini di karenakan dalam perhitungan efektivitas
pemungutan pajak, efisiensi biaya pemungutan pajak, dan kontribusi terhadap

pendapatan asli daerah sangat bergantung dengan indikator realisasi penerimaan.
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Dan pertumbuhan merupakan gambaran sejauh mana realisasi penerimaan yang
diperoleh. Sehingga apabila pertumbuhan yang terjadi tidak maksimal, disebabkan
faktor-faktor di atas, maka faktor-faktor tersebut juga memberikan dampak tidak
maksimal terhadap efektivitas pemungutan pajak, efisiensi biaya pemungutan

pajak, dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Peraturan Walikota Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir ini sering
mengalami perubahan terhadap ketentuan objek pajak restoran berdasarkan kelas,
hal ini dikarenakan realisasi penerimaan pajak restoran yang berasal dari bukan
kelas restoran cendurung kecil, dan jika dibandingkan dengan biaya pemungutan
tidak jauh berbeda. Sehingga hal tersebut mendorong untuk diubahnya peraturan
Walikota Yogyakarta terhadap pajak restoran kelas tertentu. Tetapi untuk ketentuan
objek pajak hotel berdasarkan kelas dalam beberapa tahun terakhir ini bisa
konsisten dengan ketentuan sebelumnya. Sehingga peraturan Walikota Yogyakarta
ikut memberikan dampak pengaruh terhadap pertumbuhan, terutama terhadap pajak
restoran, efektivitas pemungutan pajak restoran, efisiensi biaya pemungutan pajak

restoran, dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah.

B. Efisiensi Biaya Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, efisiensi pajak hotel hampir selalu
mengalami penurunan, hanya satu tahun mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan
jumlah hotel setiap tahunnya mengalami peningkatan, memberikan dampak biaya
pemunggutan pajak menjadi ikut meningkat, namun secara keseluruhan masih

dalam kreteria sangat efisien. Sehingga yang mempengaruhi penurunan efisiensi
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adalah biaya pemungutan pajak dalam mengoptimalisasi realisasi penerimaan yang
semakin tahun semakin meningkat, mengingat jumlah hotel yang ada pada Kota

Yogyakarta semakin tahun ikut mengalami peningkatan.

Efisiensi pada pajak restoran berbanding balik dengan efisiensi yang terjadi
pada pajak hotel dimana hampir selalu mengalami peningkatan dan hanya satu
tahun yang mengalami penurunan. Sama halnya seperti efisiensi pajak hotel,
efisiensi pajak restoran juga di pengaruhi jumlah restoran yang makin meningkat
tiap tahunnya, sehingga berdampak terhadap biaya pemungutan mengalami
peningkatan juga. Selain itu juga, efisiensi pajak restoran yang terjadi sejalan
dengan pertumbuhan yang terjadi pada pajak restoran. Dimana pertumbuhan pajak
restoran berdasarkan kelasnya, banyak mengalami penurunan yang signifikan. Hal
ini di karenakan peraturan Walikota Yogyakarta, yang mana peraturan ini sering
menghilangkan objek pajak restoran pada kelas tertentu. Dengan hilangnya objek
pajak tersebut membuat biaya pemungutan pajak restoran akan berkurang. Dengan
berkurangnya biaya pemungutan tersebut akan mendorong peningkatan efisiensi
biaya pemungutan pajak restoran. Sehingga peraturan Walikota Yogyakarta
tersebut akan menentukan seberapa banyak kelas pajak restoran yang di dilakukan
pemungutan untuk menghasilkan realisasi penerimaan yang akan di peroleh dan
bahkan dapat mengurangi biaya pemungutan dengan dihilangkan nya objek pajak
kelas tertentu. Dan efisiensi pajak restoran secara keseluruhan masih dalam kreteria

sangat efisien.

Efisiensi biaya pemungutan pajak restoran meskipun mengalami

peningkatan tiap tahunnya, tetapi persentase yang dihasilkan tidak sebesar efisiensi
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biaya pemungutan pajak hotel. Hal ini dikarenakan meskipun jumlah restoran tiap
tahunnya cendurung lebih banyak yang baru, tetapi penerimaan dari pajak hotel
jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajak restoran, mengingat rata-

rata omzet hotel secara keseluruhan jauh lebih besar dari pada restoran.

Sehingga  efisiensi dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi
pertumbuhan, yaitu tingkat jumlah hotel dan restoran yang baru dan mengalami
kebangkrutan, serta ketentuan peraturan walikota terhadap objek pajak di kota
Yogyakarta yang dapat menentukan . Hal tersebut dapat menentukan sejauh mana
realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Sedangkan untuk biaya
pemungutan ikut meningkat seiring dengan peningkatan jumlah hotel dan restoran,
tetapi peningkatan yang terjadi pada biaya pemungutan hanya Kkecil, tidak
sebanding dengan peningkatan realisasi penerimaan Yyang terjadi. Sehingga

efisiensi sangat terpacu dengan realisasi penerimaan yang hasilkan.

Efisiensi juga dipengaruhi dengan jumlah SDM yang tersedia di berbagai
bidang di pengelola pajak. Hal ini lantaran jumlah hotel dan restoran makin tahun
makin banyak, maka SDM yang diibutuhkan ikut meningkat, demi terciptanya
kinerja yang memadai. Dengan tersedianya jumlah SDM yang memadai, target
yang ditetapkan sebelumnya akan lebih mudah untuk dicapai. Meskipun apabila
SDM jumlahnya di tambah akan memberi dampak terhadap belanja pegawai dan
gaji tambahan yang mengakibatkan biaya meningkat. Tetapi jika dibandingkan
dengan jumah SDM yang minim akan menimbulkan resiko tidak maksimalnya

kinerja serta tidak terpenuhinya target yang ditetapkan. Dan dari sisi biaya juga,
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ketika SDM minim maka tidak akan bisa terhindar dengan jam kerja lembur,

akibatnya biaya untuk jam kerja lembur akan menambah pengeluaran.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Candrawati dan Saputra (2013) yang
menyatakan efisiensi pajak hotel, restoran dan restribusi palayanaan pasar tahun
2008 sampai dengan tahun 2012 di Kabupaten Gianyar tergolong sangat efisiensi
karena rata-rata rasionya secara keseluruhan sebesar 24,2% yang artinya < 60%
(60% batas rasio maksimal untuk kreteria sangat efisiensi secara keseluruhan).
Tingkat efisiensi tertinggi pada tahun 2011 sebesar 16%, sedangkan tingkat

efisiensi terkecil pada tahun 2008 sebesar 35,7%.

C. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, efektivitas pajak hotel secara
keseluruhan selama tahun 2011 hingga 2015 terjadi fluktuasi dan masih dalam
kreteria sangat efektif hingga efektif dari tahun ketahun. Efektivitas pajak hotel
berdasarkan kelasnya selama tahun 2011 hingga 2015 terjadi fluktuasi, ada yang
naik-turun, ada yang terus meningkat bahkan ada yang terus menurun. Tahun 2013
dan 2015 merupakan tahun yang menghasilkan tingkat efektivitas lebih dari 100%

berdasarkan secara keseluruhan.

Hasil ini tidak mendukung penelitian Yuliartini dan Supadmi ( 2014 ) yang
menyatakan pemungutan pajak hotel dari tahun 2009 sampai tahun 2013 di Kota
Denpasar menunjukkan penurunan tiap tahunnya tetapi masih dalam kriteria sangat
efektif. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2009 sebesar 120,41%

sedangkan tingkat efektivitas terkecil terjadi pada tahun 2013 sebesar 113,55%.
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Efektivitas pajak restoran pertahun secara keseluruhan selama tahun 2011
hingga 2015 terjadi fluktuasi dan peningkatan walaupun masih dalam kreteria
sangat efektif hingga efektif dari tahun ketahun. Efektivitas pajak restoran
berdasarkan kelasnya selama tahun 2011 hingga 2015 terjadi fluktuasi, ada yang
naik-turun, bahkan ada yang terus meningkat. Untuk efektivitas pajak restoran
Tahun 2013, 2014, dan 2015 merupakan tahun yang menghasilkan tingkat

efektivitas lebih dari 100% berdasarkan secara keseluruhan.

Hasil ini tidak mendukung penelitian Sedana, dkk ( 2013 ) yang menyatakan
pemungutan pajak restoran dari tahun 2008 sampai tahun 2012 di Kabupaten
Gianyar menunjukkan hasil yang fluktuasi tetapi masih dalam Kkriteria sangat
efektif. Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 148,22 %,

sedangkan tingkat efektivitas terkecil terjadi pada tahun 2012 sebesar 111,65 %.

Namun, yang membedakan antara tingkat efektivitas pajak restoran dengan
efektivitas pajak hotel selama tahun 2011 hingga 2015 yaitu pada tingkat efektivitas
berdasarkan kelasnya dan berdasarkan secara keseluruhan. Untuk berdasarkan
kelasnya, efektivitas pajak hotel lebih banyak terjadi peningkatan setiap tahunnya
dibandingkan efektivitas pajak restoran, meskipun masih terdapat fluktuasi tapi
hanya sebagian kecil. Hal ini dikarenakan kebijakan atas peraturan Walikota

Yogyakarta yang sering berubah terhadap ketentuan objek pajak kelas restoran.

Untuk berdasarkan keseluruhan, yang membedakan efektivitas pemungutan
pajak hotel dengan efektivitas pemungutan pajak restoran yaitu pada tahun 2014.

Dimana untuk pajak hotel tahun 2013 dan 2015 merupakan tahun yang



131

menghasilkan efektivitas pemungutan pajak lebih dari 100%. Dan untuk pajak
restoran tahun 2013, 2014 dan 2015 merupakan tahun yang menghasilkan tingkat
efektivitas lebih dari 100%. Hal ini disebabkan tahun 2013, 2014 dan 2015 jumlah
restoran di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan yang cukup banyak
dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk restoran, realisasi penerimaan sangat
di pengaruhi oleh jumlah restoran baru. Mengingat Kota Yogyakarta merupakan
kota pelajar dan wisatawan yang membuat semakin tahun pendatang dari daerah
lain untuk merantau di Kota Yogyakarta semakin meningkat dan makanan
merupakan kebutuhan pokok manusia. Sehingga dengan semakin banyak restoran
baru, maka akan memberikan dampak semakin banyak juga pelanggan dan omzet

dari penjualan restoran di Kota Yogyakarta.

Selain itu juga, efektivitas pemungutan pajak restoran pada tahun 2014
secara keseluruhan mencapai 100% lebih, di karenakan penerimaan terbesar yang
berasal dari pajak restoran kelas restoran. Dimana realisasi penerimaan pajak
restoran dari kelas restoran bisa mencapai 10-100 kali lebih besar dari realisasi
penerimaan kelas pajak restoran lainnya. Sehingga dengan penerimaan yang
dihasilkan pajak restoran kelas restoran tersebut mampu menutupi kekurangan dari
kelas lain. Hal ini juga sejalan dengan perhitungan dari pertumbuhan pajak restoran
dimana selalu mengalami peningkatan, meskipun banyak terdapat objek pajak kelas
restoran yang dihilangkan. Berbeda dengan pajak hotel, untuk kelas yang terdapat
pada pajak hotel, realisasi penerimaan yang dihasilkan kebanyakan dalam angka
besar, bahkan dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan terbesar berasal dari

kelas yang berbeda-beda. Hal ini berdampak membuat realisasi penerimaan pajak
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hotel secara keseluruhan saling berkaitan, Sehingga hal tersebut yang membuat
perbedaan antara pajak hotel dan pajak restoran dalam perhitungan efektivitas
secara keseluruhan. Untuk pajak restoran secara keseluruhan di untungkan dengan
adanya satu kelas yang dapat memberikan kontribusi sangat besar terhadap tingkat
efektivitas secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan pada perhitungan efektivitas
indikator yang digunakan selain realisasi penerimaan adalah target penerimaan,
dengan besarnya realisasi penerimaan pajak restoran kelas restoran mampu
menutupi semua target kelas lainnya, sehingga membuat efektivitas mencapai
100% lebih. Tetapi untuk pajak hotel cendurung tidak bisa, mengingat kelas pajak
hotel saling berkaitan dan realisasi yang ditargetkan kebanyakan dalam angka

besar.

Sehingga, efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran
dipengaruhi oleh faktor yang sama dengan pertumbuhan, yaitu tingkat jumlah hotel
dan restoran yang baru dan mengalami kebangkrutan yang ada pada Kota
Yogyakarta. Faktor tersebut dapat menentukan sejauh mana realisasi penerimaan
pajak hotel dan pajak restoran. Namun, untuk penilaian efektivitas terpacu dengan
realisasi penerimaan dan target penerimaan, tetapi untuk pertumbuhan hanya
terpacu dengan realisasi penerimaan. Sehingga meskipun realisasi penerimaan
pajak hotel lebih besar dari pada realisasi penerimaan pajak restoran, tetapi tidak
dapat mencerminkan bahwa efektivitas pajak hotel akan lebih besar dibandingkan
dengan pajak restoran. Hal ini dikarenakan target realisasi penerimaan menjadi
indikator dalam menentukan sejaun mana efektivitas yang terjadi. Target

merupakan sebuah tantangan yang harus di capai oleh pengelola pajak. Sehingga
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selain realisasi penerimaan, seberapa besar target yang ditetapkan akan sangat
mempengaruhi dalam penilaian efektivitas pemungutan pajak. Dan meskipun
terkadang efektivitas pemungutan pajak mengalami penurunan pada tahun tertentu,
tidak dapat menjadikan gambaran bahwa untuk realisasi penerimaan pajak

mengalami penurunan juga, bahkan justru bisa meningkat.

D. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap ajak Daerah dan PAD

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kontribusi pajak hotel terhadap
pajak daerah dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami fluktuasi dan meningkat tiap
tahunnya, meskipun realisasi pajak hotel secara keseluruhan meningkat dari tahun
ketahun. Untuk kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah, cendurung
mengalami peningkatan tiap tahunnya, terkecuali tahun 2012 mengalami
penurunan, hal ini sejalan dengan realisasi pajak restoran secara keseluruhan yang

terus meningkat tiap tahunnya.

Kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2011 hingga 2015
mengalami fluktuasi tiap tahunnya, meskipun realisasi penerimaan pajak hotel
secara keseluruhan dan pajak daerah meningkat dari tahun ketahun. Untuk
Kontribusi pajak restoran terhadap PAD cendurung mengalami peningkatan tiap
tahunnya, terkecuali tahun 2012. Hal ini sejalan dengan realisasi pajak restoran

secara keseluruhan dan pajak daerah dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

Ketika kontribusi pajak hotel, pajak restoran terhadap pajak daerah dan PAD
mengalami penurunan, keadaan tersebut menunjukan bahwa ada sumber pajak

daerah dan PAD lainnya selain pajak hotel dan pajak restoran yang mengalami
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peningkatan lebih besar, sehingga kontribusinya lebih besar terhadap pajak daerah
dan PAD. Sebaliknya ketika kontribusi pajak hotel, pajak restoran terhadap pajak
daerah dan PAD mengalami peningkatan, keadaan tersebut menunjukan bahwa
pajak hotel dan pajak restoran sebagai salah satu sumber pajak daerah dan PAD
mengalami peningkatan lebih besar dari sumber lainnya, sehingga memberikan

kontribusi lebih besar terhadap pajak daerah dan PAD.

Meskipun kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah dan PAD dari
tahun ketahun lebih banyak mengalami peningkatan ketimbang kontribusi yang
berasal dari pajak hotel, tetapi kontribusi yang diberikan pajak hotel jauh lebih
besar ketimbang pajak restoran. Hal ini dikarenakan secara keseluruhan jumlah
realisasi penerimaan pajak hotel jauh lebih besar dari pada realisasi penerimaan
pajak restoran. Jika realisasi penerimaan suatu sumber pajak daerah dan PAD
mengalami peningkatan, maka dapat mendorong untuk memberikan kontribusi
yang besar terhadap pajak daerah dan PAD dan bahkan dapat mendorong untuk
memberikan peningkatan kontribusi dari tahun sebelumnya. Sehingga faktor utama
yang menentukan sejauh mana kontribusi yang diberikan berasal dari seberapa
banyak jumlah realisasi penerimaan yang diterima dari sumber pajak daerah dan

PAD tertentu.

Sehingga, besar kecilnya kontribusi pajak hotel dan pajak restoran di
pengaruhi oleh faktor yang sama dengan pertumbuhan, yaitu tingkat jumlah hotel
dan restoran yang baru dan mengalami kebangkrutan, yang ada di Kota Yogyakarta.
Faktor tersebut akan dapat menentukan sejauh mana realisasi penerimaan pajak

hotel dan pajak restoran. Dengan meningkatnya realisasi penerimaan pajak hotel
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dan pajak restoran, artinya kontribusi dari pajak hotel dan restoran akan ikut

meningkat.

Hasil ini tidak mendukung penelitian Arditia ( 2012 ) yang menyatakan
kontribusi pajak hotel terhadap PAD berfluktuasi tiap tahunnya di Kota Surabaya.
Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2008 sebesar 12,10% dan terendah terjadi
pada tahun 2011, yaitu sebesar 5,74%. Rata-rata kontribusi pajak hotel sebesar

10,31 % per tahun.

Hasil ini tidak mendukung penelitian Arditia (2012) yang menyatakan
kontribusi pajak restoran terhadap PAD cenderung tetap tiap tahunnya di Kota
Surabaya. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2010 sebesar 12,71 % dan terendah
terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 6,95 %. Rata-rata kontribusi pajak restoran

sebesar 11,51 % per tahun.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerimaan Pajak Hotel

dan Pajak Restoran

Menurut keterangan dari bapa Kisbiyantoro (2016), terdapat faktor-faktor
yang mempengaruhi keberhasilan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran,
dimana faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu dari faktor internal dan dari faktor
eksternal. Hal ini mengingat bahwa untuk terealisasinya penerimaan dari
pemungutan pajak melibatkan dua pihak, yaitu pihak petugas (Internal) dan pihak
Wajib Pajak (Eksternal). Sehingga untuk terpenuhinya realisasi penerimaan
tersebut, maka dua faktor yang mempengaruhi kedua pihak tersebut harus sebisa

mungkin dikendalikan dan dimanajemen sebaik mungkin. Namun, untuk faktor
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eksternal selama ini cendurung lebih sulit untuk di kendalikan, mengingat faktor
eksternal melibatkan banyak pihak, dan dari pihak-pihak tersebut memiliki
pemikiran, pamahaman yang berbeda-beda terkait pentingnya membayar pajak.

Berikut ini faktor-faktor yang berasal dari internal sebagai berikut

1. Keterbatasan Sumber daya manusia
Sumber daya manusia memiliki peran vital dalam melaksanakan
kegiatan operasional organisasi untuk mencapai tujuan. Semakin lengkap
dan tepat mengenai SDM yang tersedia, maka semakin mudah pula suatu
organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam sumber daya manuusia
yang ada pada DPKAD masih kurang dari berbagai bidang. sehingga salah
satu faktor internal ini sangat mempengaruhi kinerja DPKAD .
2. Kompetensi Sumber daya manusia
Dalam suatu bisnis untuk dapat bersaing memerlukan SDM dan
teknologi yang memedai. Namun, teknologi secanggih apapun apabila tidak
memiliki SDM yang berkualitas, maka tidak akan bisa optimal dan bahkan
tidak berguna. Sehingga demikian membuat SDM merupakan salah satu
asset penting bagi suatu organisasi. Terlebih SDM tersebut memiliki
kompeten yang tinggi. Hal ini dikarenakan dalam suatu organisasi
kompetensi yang dimiliki olen SDM akan sangat mempengaruhi organisasi
tersebut dalam mencapai tujuannya. Semakin kompeten yang dimilik maka

semakin produktivitas pula yang dihasilkan.
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3. Teknologi dan perasana-perasana

Selama ini tempat yang dituju Wajib Pajak dalam membayar utang
pajaknya yaitu kelokasi tempat pembayaran yang sudah ditentukan.
Sehingga, pembayaran pun bisa mengakibatkan jarak yang jauh dari lokasi
Wajib Pajak dengan lokasi pembayaran. Jarak tersebut dapat memberikan
dorongan enggannya Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Hal
tersebut menggambarkan peralatan dan perasana-perasana yang ada masih
kurang belum memedai untuk memberikan fasilitas kepada Wajib Pajak.
Seharusnya di zaman sekarang yang serba canggih ini sangat diperlukan
fasilitas perasana seperti secara online atau penggunaan internet, sehingga

dapat memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

Sedangkan faktor-faktor yang berasal dari eksternal yaitu
1. Kesadaran wajib pajak
Selama ini dimata masyarakat pajak merupakan beban. Anggapan
beban tersebut memunculkannya keengganan untuk memenuhi
kewajibannya berupa membayar pajak. Padahal pemunggutan pajak
dilakukan kepada pihak konsumen, hanya saja wajib pajak atau pemilik
usaha sebagai pihak perantara.
2. Kondisi subtansi ekonomi dan subtansi politik
Kebijakan pemerintah sangat berperan dalam menentukan keadaan
subtansi ekonomi dan subtansi politik di suatu daerah. Dampak pada

subtansi ekonomi terpacu pada jumlah uang yang beredar. Apabila
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kebijakan pemerintah mengurangi jumlah uang yang beredar dimasyarakat,
maka dampak tersebut akan mempengaruhi semua bisnis yang ada termasuk
salah satunya bisnis hotel dan restoran. Keadaan subtansi politik yang
dimaksud terpacu pada keamanan suatu daerah. Hal ini cendurung terjadi
pada saat ada suatu politik kepentingan yang dapat berdampak merugikan
masyarakat. Akibat politik tersebut dapat memperkeruh keadaan dalam
suatu keamanan daerah tertentu, sehingga dapat membuat kurang aman.
Oleh karena itu subtansi politik akan dapat mempengaruhi kelancaran pada
industri perhotelan dan restoran.
. Persaingan antara produsen
Dalam suatu bisnis tidak akan pernah lepas dengan istilah persaingan.
Masing-masing produsen berlomba-lomba untuk memenangkan persaingan
dengan menggunakan strategi yang diterapkan masing-masing. Baik dengan
promo, iklan, dil. Namun, apabila jumlah produsen semakin meningkat
maka penawaranpun akan semakin banyak. Dampak penawaran semakin
meningkat dapat memicu penurunan pada harga. Dengan harga menurun
maka memberikan dampak terhadap realisasi penerimaan pemunggutan
pajak.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Hardiningsih (2011) yang
menyatakan terdapat faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak
di Kabupaten Jepara. Faktor yang pertama yaitu kesadaran membayar pajak
dikarenakan kesadaran Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakannya

merupakan hal penting dalam penarikan pajak. Hal paling menentukan
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dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk
melakukan kewajiban. Kesadaran wajib pajak cukup dimengerti
sebagaimana di masyarakat Kabupaten Jepara, yang memiliki kesadaran
bahwa kewajiban membayar pajak secara berkala guna perkembangan
negara khususnya pembanguan masyarakat luas. Selain itu, semakin tinggi
tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi
pula tingkat kemauan membayar pajak di Kabupaten Jepara. Faktor yang
kedua, yaitu Kualitas layanan dikarenakan selama ini banyak Wajib Pajak
yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak memiliki NPWP mau
melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa
Wajib Pajak yang telah mendapatkan pelayanan memadai dapat
meningkatkan kemauan membayar pajak di Kabupaten Jepara. Hasil ini
tidak mendukung penelitian Dewi dan Widuri (2013) yang menyatakan
pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan faktor yang
mempengaruhi dalam pemungutan pajak di Kota Tarakan, dikarenakan
Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban sebagai pembayar pajak dalam
menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya membutuhkan pemahaman
dan pengetahuan yang berpedoman dan berlandaskan terhadap peraturan
perpajakan yang berlaku dan yang memegang kendali dan menjadi dasar
terhadap penjalanan kewajiban Wajib Pajak. di Kota Tarakan, untuk faktor
kesadaran Wajib Pajak tidak mempengaruhi dalam pemungutan pajak, di

karenakan sikap Wajib Pajak yang tidak menunjukkan adanya kesadaran
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dan Wajib Pajak hanya mau membayar pajak daerah dikarenakan teguran
atau diingatkan oleh orang sekitarnya.

Faktor internal dan faktor eksternal tersebut merupakan hal-hal yang
mempengaruhi penerimaan selama ini. Menurut bapa Kisbiyantoro (2016)
untuk faktor internal, semakin tahun ketahun semakin membaik. Hal ini
dikarenakan setiap tahun kebijakan pada DPKAD selalu dibenahi dengan
tujuan agar bisa lebih baik lagi terutama dalam kinerja. Jika faktor-faktor
internal tersebut di jadikan dalam bentuk presentase berdasarkan yang
paling mempengaruhi kinerja untuk memenuhi realisasi penerimaan pajak
menurut bapa Kibisyantoro (2016) seperti digambarkan pada grafik berikut

Gambar 4.9

Faktor Internal Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dalam Merealisasikan
Penerimaan Pajak

B Keterbatasan Sumber Daya Manusia B Kompetensi Sumber Daya Manusia

u Teknologi dan Perasana-perasan

Sumber : Wawancara Bapa Kisbiyantoro (2016)
Dari persentase tersebut terlihat bahwa dari tiga faktor internal yang

ada semuanya memiliki porsi hampir sama, terkecuali teknologi dan perasan



141

perasana yang lebih kecil. Sehingga semua aspek dari faktor internal
tersebut sama penting dalam pengendalian, untuk terciptanya hasil yang
lebih baik lagi.

Faktor- faktor internal yang mempengaruhi penerimaan dalam
pemungutan pajak di DPKAD tersebut sesuai dengan salah satu faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi menurut Steers (2005).
Jika dibandingkan antara faktor internal yang mempengaruhi realisasi
penerimaan dalam pemungutan pajak (Kisbiyantoro, 2016) dengan faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi ( Steers, 2005) maka dapat
dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.11
Perbandingan Antara Faktor- Faktor Internal Mempengaruhi Keberhasilan

Dalam Merealisasikan Penerimaan dan Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Efektivitas

No Faktor-Faktor Internal Faktor-Faktor Mempengaruhi
DPKAD Efektivitas (Steers, 2005)

1 Keterbatasan Sumber daya

manusia

Kompetensi ~ Sumber  daya .\ .
2 oo icic Karakteritik Organisasi
3 Teknologi  dan  perasana-

perasana

Karakteristik dalam organisasi (Steers, 1985) sudah mencakup
semua faktor-faktor yang mempengaruhi  keberhasilan  dalam
merealisasikan penerimaan. Sehingga demi memaksimalkan penerimaan
pajak hotel dan pajak restoran dalam upaya mencapai efektivitas pada
pemungutan pajak, faktor-faktor internal tersebut perlu di manajeman

sebaik mungkin.
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja aparat
pengelola pajak dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran
di Kota Yogyakarta pada tahun 2011-2015. Adapun alat analisis yang digunakan
dalam penelitian ini, antara lain efektivitas dan efisiensi.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran secara keseluruhan
di Kota Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2015 selalu meningkat
tiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya pertumbuhan yang positip
secara keseluruhan dari pajak hotel dan pajak restoran tiap tahun.
Penerimaan pajak terbesar dari tahun 2011 hingga 2015 yang berasal
dari pajak hotel didapat dari kelas hotel bintang V tahun 2014 sebesar
Rp. 25.903.266.446, dan penerimaan pajak hotel terendah didapat dari
kelas losmen / penginapan / peranggrah / hostel / rumah kos tahun 2011
sebesar Rp. 174.646.559. Penerimaan pajak terbesar yang berasal pajak
restoran dari kelas restoran pada  tahun 2015 sebesar Rp.
28.733.280.175 dan penerimaan pajak terendah didapat dari kelas
katering tahun 2012 sebesar Rp. 0 .
2. Biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Yogyakarta

selama tahun 2011 hingga 2015, mengalami peningkatan dan fluktuasi
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tiap tahunnya. Hal ini menandakan adanya pertumbuhan pajak hotel dan
restoran yang memberi dampak peningkatan terhadap biaya
pemungutan pajak hotel dan pajak restoran tiap tahun. Biaya
pemungutan pajak hotel terbesar berasal dari tahun 2013 sebesar Rp.
416.299.400 dan biaya pemungutan pajak hotel terkecil pada tahun 2011
sebesar Rp. 72.553.225. Biaya pemungutan pajak restoran terbesar pada
tahun 2013 sebesar Rp 360.839.525 dan biaya pemungutan pajak
restoran terkecil pada tahun 2011 sebesar Rp. 72.553.225.

Perbandingan antara biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran
dengan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran
menghasilkan efisiensi pajak hotel dan pajak restoran, menunjukan
bahwa efisiensi pajak hotel di Kota Yogyakarta selama tahun 2011
hingga 2015 mengalami fluktuasi dan penurunan tiap tahunnya.
Efisiensi pajak hotel tertinggi berasal dari tahun 2011 sebesar 0,21% dan
efisiensi terendah secara dari tahun 2013 sebesar 0,61%. Efisiensi pajak
restoran di Kota Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2015 mengalami
peningkatan dan fluktuasi tiap tahunnya. Efisiensi pajak restoran
tertinggi berasal dari tahun 2011 sebesar 0,54% dan efisiensi terendah
berasal dari tahun 2012 sebesar 1,98%. Pajak hotel dan pajak restoran
ketika efisiensi biaya pemungutannya mengalami peningkatan
menandakan bahwa, biaya pemungutan pajaknya tetap atau bahkan
lebih kecil dari biaya pemungutan sebelumnya dan realisasi penerimaan

yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi
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ketika efisiensi biaya pemungutannya mengalami penurunan
menandakan bahwa, biaya pemungutan pajak hotel dan pajak restoran
lebih besar dari pada biaya pemungutan sebelumnya, dan realisasi
penerimaan yang diperoleh tetap, lebih kecil atau meningkat hanya
kecil, sehingga biaya pemungutan lebih besar mengalami peningkatan
ketimbang penerimaan yang diperoleh dari sebelumnya.

Hasil dari perbandingan antara realisasi dengan target pajak hotel dan
pajak restoran menghasilkan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran,
menunjukan bahwa efektivitas pajak hotel secara keseluruhan di Kota
Yogyakarta selama tahun 2011 hingga 2015 mengalami fluktuasi tiap
tahunnya. Pajak restoran secara keseluruhan di Kota Yogyakarta selama
tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan dan fluktuasi tiap
tahunnya. Efektivitas pajak hotel terbesar secara keseluruhan berasal
dari tahun 2015 sebesar 109,08% dan efektivitas terkecil secara
keseluruhan berasal dari tahun 2012 sebesar 89,06%. Efektivitas pajak
restoran terbesar secara keseluruhan berasal dari tahun 2014 sebesar
109,35% dan efektivitas terkecil secara keseluruhan berasal dari tahun
2012 sebesar 97,99%. Pajak hotel dan restoran yang efektivitas
pemungutannya mengalami  penurunan, menandakan realisasi
penerimaan pajak hotel dan pajak restoran lebih kecil dibanding dengan
target yang ditetapkan. Untuk pajak hotel dan pajak restoran yang
efektivitasnya mengalami  peningkatan, menandakan realisasi

penerimaan pajaknya lebih besar dari pada target yang ditetapkan.
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5. Selama tahun 2011 hingga 2015 kontribusi pajak hotel terhadap pajak
daerah mengalami fluktuasi dan peningkatan tiap tahunnya. Kontribusi
pajak hotel terbesar terhadap pajak daerah berasal dari tahun 2011
sebesar 33,55%, dan yang terkecil berasal dari tahun 2012 sebesar
26,77%. Untuk kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah, pada
tahun 2011 hingga 2015 mengalami peningkatan dan penurunan setiap
tahunnya. Kontribusi pajak restoran terbesar terhadap pajak daerah
berasal dari tahun 2011 sebesar 13,18%, dan yang terkecil berasal dari
tahun 2012 sebesar 7,78%. Begitu pula kontribusi pajak hotel terhadap
PAD mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Kontribusi pajak hotel terbesar
terhadap PAD berasal dari tahun 2015 sebesar 18,25%, dan yang
terkecil berasal dari tahun 2012 sebesar 16,44%. Untuk kontribusi pajak
restoran terhadap PAD mengalami fluktuasi dan peningkatan setiap
tahunnya. Kontribusi pajak restoran terbesar terhadap PAD berasal dari
tahun 2011 sebesar 6,55%, dan yang terkecil berasal dari tahun 2012
sebesar 4,78%. Ketika kontribusi pajak hotel dan pajak restoran
meningkat menandakan, pajak hotel dan pajak restoran memberikan
kontribusi yang cukup besar terhadap pajak daerah dan PAD, tetapi
ketika kontribusi pajak hotel dan pajak restoran menurun menandakan,
selain pajak hotel dan pajak restoran sebagai sumber pajak daerah dan
PAD mengalami peningkatan, sehingga memberi kontribusi atau
sumbangan yang lebih besar terhadap pajak daerah dan PAD di

bandingkan dengan pajak hotel dan pajak restoran.
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5.2 Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang kemungkinan dapat
mempengaruhi hasil penelitian, yaitu:
1. Penelitian ini hanya menggunakan periode penelitian selama lima
tahun.
2. Objek pada penelitian ini hanya pada pajak hotel dan pajak restoran.

5.3 Saran

Setelah melakukan penelitian, pembahasan, merumuskan kesimpulan
dan memperhatikan - beberapa keterbatasan penelitian yang telah
disampaikan, maka dapat diberikan saran-saran bagi Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota Yogyakarta dan penelitian
selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

A. Bagi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keungan & Aset Daerah Kota

Yogyakarta.

1. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kota
Yogyakarta hendaknya memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak
agar dapat menambah pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak
terhadap pajak daerah.

2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keungan & Aset Daerah Kota
Yogyakarta hendaknya meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber
daya manusia yang tersedia agar dapat meningkatkan kinerja.

3. Perlu dibukanya layanan online seperti pembayaran dengan

menggunakan ATM agar memberikan kemudahan para Wajib Pajak
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untuk membayar pajak terutangnya, sehingga pelayanan yang
diberikan cepat, tepat dan memuaskan para Wajib Pajak..
B. Bagi penelitian selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode penelitian
sehingga mendapatkan jumlah data yang lebih banyak untuk
digunakan sebagai sampel.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah objek penelitian
sehingga hasil penelitian akan dapat lebih menggambarkan sumber-
sumber pendapatan pajak daerah dan kemampuan masing-masing
sumber pajak daerah dalam memberikan kontribusi terhadap
pendapatan asli daerah.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan indikator untuk alat
analisis yang berbeda sehingga dapat dibandingkan dengan indikator

pada alat analisis yang sudah digunakan pada penelitian ini.
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Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan
seperlunya

Dikeluarkan di :Yog_Yakarta ber 2016
Pada Tanggal 5 [JDepember

An. Kepalg.Rimas+Renanaman Modal dan Perizinan
s 2

3.Ka. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta
4 Ka. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta
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2 UNIVERSITAS ISLAAM INDONESIA
(o]
: FAKULTAS EKONOMI
> Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
LU Telepon (0274) 881546 - 883087 - 885376 Fax. : 882589
Nomor : 015/DEK/10/Div.SDM/1/2017 10 Januari 2017
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN
Kepada Yth.

Assalamu’alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di
Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat, karya ilmiah berupa
riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama :  Muhammad Azmi Akbar

No. Mahasiswa : 13312037

Jurusan :  Akuntansi

Alamat : Condongcatur, Depok, Sleman

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin
untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

“Analisis Efektivitas , Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran
Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta”

Dosen Pembimbing  : Kesit Bambang Prakosa, Drs., M.Si.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak

disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk
"dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr.wb

Dekan,

Dr. D. Agus Harjito, M. S'y
NIK. : 87311 0103
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Lampiran 2

Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah dan

Pendapatan Asli Saerah Kota Yogyakarta Tahun 2011
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Lampiran 3

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah dan

imaan

Pener
Pendapatan Asli Saerah Kota Yogyakarta Tahun 2012
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Lampiran 4

Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah dan

Pendapatan Asli Saerah Kota Yogyakarta Tahun 2013

/

(1 JoutoN TT07 unyag YA 010X yuidog uoioqual)
01300 Yolog BuoluTI0Z unyoy T J0wON Cu0Y0A50) 010X 010 LOIMDI34  * WINNK Jeseq
00'LzSe6TSHy8E  dy
00’0 dy uaeps |000 | 000 000 000 NSRS | G0Z0TTHO000B00TTOLT
w0 dy Sunuem | 000 | 000 00 000 Suem | 90ZOTTY0000B00CTOCT]
000867567 dy Supatey | 80T {lo0'0z0Lv0'9T) 000862561 00'000'000°8T Suey | SOTOTTYO000B00ZTOZT
00 day unuey | 000 | 000 w0 0’0 upoey | VOZOTTVOOUUSUOCTOZT]
000 dy veyewyewny { 000 | 000 000 00'0 e yewny | Z00TTYO000800ZTOY
00bSYYESHIRT Oy ueI0ls3y | OT'EOT | 00'LYSTPETSS WLSTEEKIRT | 0000000078081 veinsy [ I020TTHO000R00TTOLT,
W0'SLeTSYesT  dy Jes3qas uesonsay Yeled | TO'E0T | 00'125'L6T°SHS 00'LTSLETSLIET | 00°000°000°00T'8T uel0153Y Yefed WTTVO0S00TTOLT,
(1 sowi0 1107 unyoj YA ajoy Yosaog uosquizy)
Yos300 yolog Buolu)[107 unyoy T Jouoy oMoyDABoA 010X Yo1a0g VU4 WINYAH Jeseq
00'8TSOYSHSTEY  dy S0 yewny
0005y OvE Bt dy oy yewny/ueyesSBuesag/uedeuiBuag yewny/uawsol [ 60TIT | 00'0SYOVE WY 00'0SY'0vE boy 00000000008 JueyesBiuesagfuedeuduag yeumyfuawsol | ZUTOTTYOD00800Z 0L,
00'906vETSYS  dy mesueRiN [310H | SO'60T | 00'9L0°6VE 25k 00'9OBYETSY'S | 00°000'000°000'S MESHEPWRIH | 60TOTTYO000B00Z 10T
00'9867LERO9T Oy enq eI 10K | 22401 | 00'986°2LE°80T 00'9857LE809T | 00'000°000°005'T eNQNERWPIOH | SOTOTTYO00008002TOLT
0'SEVIBSILT oY 3L NP IO | 0L70T | 00'LSEPIB'SY 002SEv98'SPLT | 00000000006 eBUREPWRIOH | L0TOTTYO00080TRTOCT
00°S09'97L EP6 dy nleg Sueig (210H | €76 (00'S6€€57'9S) 0009 SHLEVS 00000000000 MeSSUBIGIH | SOTOTTYO000B00LTOL ]
000%009%5s  dy enG SURIIG 1210H | EL'TTL | 00'L90°L09'98S 00'190209°985'S | 00'000°000°000°S eng3veug @0 | SOTOTTY00'00'B00ZTOTT]
06T L98YT6TT  dy ediy Sueuig [20K | 6ETTT [ OO'TETLORVIVT | 00TGELSBYZ6TT | 00'000'DOTO0STT © eALSURUBRION | K0TOTTY 00008002 T0LT)
00'S68ESTPLIBT Oy Jedus3 Suelwig 21oH | €880T | 00'SEBESTPLYT | O0'SBESTHLIBL | 00'000'000°00L9T tedw3BuelugBloH | €0TOTTY0000800TTOLT]
00'106'8ELHLLTT dy ewr] Buejuig 104 | 0R'0TT | 00'TOE'8ETPL0Z 00106 8ETHLTTT 00000°000°007°6T - ewn) Sueluig PIoH WIWTTY0008002T02 T
00'R2S S TSTEY Ay 1es3qas [R10H Yeled | E6'G0T | 00'BZSOVSVST'S | 00'BZSOPSVSTBY | 00°000°000'000°79 210K yefed TOTTY 000080 0T T
Y6901 | O0'ELOLLETELY | OUTIGUSBBYLLTT | 00'SER'SLY'LT0LTL yesaeqyeled jiseH TTY000080°07 02T}
LLL0T | €0°95V'06E"LRE 6T EO'EY0'0SLBSB'R9T | O0'LSS6SETLY 6T HYY3VQ NSY NY1VdYaNId «.@8.8.333‘«
LU0 | E0'9SY'OBELBEST | EO'ETO0SL'BSBRIT | 00'LSS6SETLVENT HY43¥a NYLVAYAN3d 00'B00ZT 0L
o0T'06  |(0009TTEITEEE) | 00'BSTYEG'STE0E | 00'Ber'STo09dee | teSuenay ueejojaduad uep yesaeq xefed seuig 8007
NVHYENY3d
() 1SvSnYay RVI3L3S
NVSVI3(N3d % {ONvENY¥38) NvivEn ONININZY 300X
[HYBAYL438 NV
[d¥) Hvine
Ebv : uDWolDH NYONYAIN NYVIOT3ONId NVQ HY¥IVA XVIVd SYNIO 80°07°T: ISYSINYOYO LINN
HYYIVQ NYONVNIN ISYHISTNINGY ‘WNINN NYHVINIYINId ‘HVI3V0 IWONOLO - 02+ NVSNIEN WYOVIN
ivm-1° NVSOYN




162

(z8‘18) YT'vLOVZ8ILEOLL $Z'088'652'899°9L (00'v61+95°80.L°€6) (usyagysmiding
15'68 (z8'652°988°Z05"¥¥L) 8L'YELVEE LLEZET L 00°'v6€°0Z8 VIV LLE L eluejag yejung
oz's8 (00'€29'065°222'22) 00'v0Z 2L 6L0°L9L 00°'/Z8°ZEEZOE 68 |epow efuejeg IS z z
Lv'98 (00'¥59'628°12€8Y) 00'Z¥0 ¥S. LZ6'80E 00'969°€€9 EYZ LSE eser uep Bueseg eluejeg z z z
zL'e8 (00'521°566°606°61) 00'¥1Z2°089'285° €21 00'6E€°GL9Z6V'EVL 1emebad eluejag L z z
68'98 (00°Zot"S9Y"vSP"06) 00°09%°9L1 V85 665 00298 1¥9°8£0°069 ONNSONV1 VINVI38 z z
'o (00's£9'¥12°Z60°Y) 00'588°L9L°61 00'095°928°LLL Y ebnpia) yepiy efuejeg 8 L z
¥v'86 (00'256°02€78€) 00'980°'S9¥' 12V’ 00'8€0°982'65V'C esa( ueyejuUaWad uep ejoy/usiedngeyisuidosd pdy uebuenay uenjueg efuejeg z L z
00'0 00'0 00'0 00'0 BSa( UBYBJULIBWS Uep ejox/usjednqed/isuidold epeday jiseH ibeg efueieg 9 1 z
zL'68 (00'000°618'269) 00'000°+81'S¥0'9 00°000°000°8€L'9 |eisog uenjueg efuejog < B z
op'v8 (00'055°595°90€°9) 00'050°€9928Z ¥€ 00'009'82Z ¥65° 0 . yeqiy efuejeg v L z
000 000 00'0 000 . 1pisqng efuejeg € L z
00'00t (z8'0) 81'260'98¥'SL 00'860°98Y'S. ebung eluejag z L z
z2'e6 (00'089°000°816°2¥) 00'955°008'8¥°06S 00'9€Z°L08B'96€E EE9 1emebad eluejag 1 L z
vi'z6 (z8'£58°0Z1'8v0°VS) 81'VL9LSLLTEEEY 00'Z£S°8L1L°92E°L89 ONNSONYTMVALL VINYI38 L z
15'68 (z8'652°988°205 v¥i) 8L'VELVEELLETET ) 00'v6E£°0Z8 Vv LLE'L HV¥3va VrNV3g z
zo‘zot TY'YLB LE6ELR'ST ZY'rL0'P61°085°60E L 00°002°95Z°902°€8Z + uejedepuad yejwnp
00’001 00’0 00'000°000°G92LL 00'000°000°592" L1 eAuule| yesaep Yejupawad neje isuinoid uep uebuena)| uenjueg S € L
00'004 00’0 00'000°2S€ ¥89'LLL 00'000°ZSE"¥89°LLL SNSAUY IWOUOIO Uep uelensakuad eueq v € 3
0e'e0t 00'018'228'66VC 00'866°L58'£0€'8L 00'881°686°L08'SL eAuure| ye1aep YejuLawWwad Uep Isulnold uep xefed iseH ibeg eueq € € L
00'0Q 00'0 00'0 00’0 jesnseq eueq z € L
00'0 00'0 00'0 00'0 ueqiH L c L
¥6°001 00'018°ZL8°66VZ 008662 L5229 00'881°ZVE L52'S9T HVS ONVA HV¥3VA NVLVdVANId NIVINIV] € L
00'001 00'0 , 00'000°0€9°022'9 00'000°0£9°022°9 snsnyy Ise3oly eueq < z L
00'004 00°0 00'000°602 Z4Z 265 00'000°'602°ZLZ L6 wnw Isex3oly eueq z z L
116 (00'195°682°95€°S) 00'965'666 LEE'SS 00'251°68L'¥69°09 yeled uexng liseH 16egnieled iseH 16eg eueg L z L
6166 (00°195°682795¢€7S) 00°965°8€8°0LL'8S9 00°251'829°2Z1'¥99 NVONVENIN3d YNVA z L
10°LLL S9'89L LYL V88 L G9'€00°ELL '89E 0L 00'GET LED"¥BY L8 yeg Buei yesseq ISy uejedepuad ulerue 14 L L
18'66 (£2'10Z2'986°GL) 11'¥68'SLP' 965 TL 00'96020¥'219°Z1 uexyesidiq bue yesseq ueekeyay ueejojabuad |iseH € L (!
zr'sol 00'S26'LZELELE 00'1L19°'869'8EE0Y 00'989°9LE°L0Z LE yeseQ ISNQUIRY z L L
¥6'v0L 00'€L0°LLELELOL 00'L16°258'8VL L2T 00'8E8'SLY LLO'LLE yeseeq yeled L L !
1801 ZY'S9S¥S80CL 8T ZV'0Z OV 1'ZS0'E8E 00'558°S8Z°1ZE¥SE HYN¥3VA ISV NVLVdVAN3d L 1
z0'Zot TV'YI8LE6ELB'ST Tr'yi0v61 085608 ¢ 00°00Z°952°90L°€8T 4 HVN¥3VQ NVLVAVAN3d t
NVHVENy3d
dy) ISYSITV3Y
o (dy HY1313S NVYVOONV NVIVYN 1N¥N YOWON
(ONVINYMYIGNHVENVY YIS (dy) HYIWnr
£10Z NVHVOONY NNHVL

€102 NVYYOONY NNHYL HY¥3VvA VINV138
NVQA NVLVdVANId NVEVOONY NYVYNYSHY13d
NVE8VMVYIONNOONVIY3d NVHVEVIN3d
ONVLIN3L ¥10Z NNHVL Z9 JYOWON
VIYWIVADOA VLIOMITYM NVINLVYId

1 NVHIdWYT

HV¥3IVa VANY138 NVYA NV1VJVYANTd NVEVOONY NYVYNVSHVY 13d NVEVMYTONNOONVLIYId NVHVEVINId NVSYHONRY
VIHYHVADOA VLOM HV.INIEIW3d




163

Lampiran 5

Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah dan
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34.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21
Seri D);

35.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4)

36 Peraturan Daerah Kot Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 4):

37 Peraturan  Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2014 tentang  Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angoaran 2014 (Berita daearah
Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

- PERATURAN  WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2014,

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :
. Pendapatan :

a Pendapatan Asli Daerah Rp- 470.641.528.444 03

b Dana Perimbangan Rp 663.712.266.941 00
¢ Lain-lain Pendapa:an
Dagrah Yang Sah Rp 325.388.639.698,78_ +

Jumlah Pendapatan Rp 1.459.742.435.083 81.

2. Belanja:

a Belanja Tidak Langsung -
1) Belanja Pegawai Rp 615.751.844.198,00

2) Belanja Bunga Rp 32.401.772,75
3) Belanja Subsid| Rp -
4)  Belanja Hibah Rp 40.179.300.498,00
5) Belanja Bantuan

Sosial Rp 3.060.900.000,00

o\ Dalawia Aot
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Lampiran 6

Data Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Daerah dan

Pendapatan Asli Saerah Kota Yogyakarta Tahun 2015
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Lampiran 7

Data Biaya Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2011
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Data Biaya Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran tahun 2013
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Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2014

isasi

Data Biaya Optimal
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Lampiran 11

Data Biaya Optimalisasi Pajak Hotel dan Restoran Tahun 2015
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Lampiran 12

Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran
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Pertumbuhan Pertumbuhan
Jenis Pajak Hotel Tahun 2010 Tahun 2011 Pajak tahun Tahun 2012 Pajak Tahun
2011 2012
Hotel Bintang V 9.309.523.989 9.927.465.840 6,64% 15.002.613.593 51,12%
Hotel Bintang IV 13.071.294.085 13.862.369.683 6,05% 18.117.118.723 30,69%
Hotel Bintang 111 4.295.076.530 4.348.720.667 1,25% 10.305.477.539 136,98%
Hotel Bintang 11 657.371.879 621.194.116 -5,50% 2.901.699 477 367,12%
Hotel Bintang | 587.890.789 750.824.971 27,72% 1.042.573.087 38,86%
Hotel Melati 111 1.346.481.706 1.335.806.496 -0,79% 1.902.706.436 42,44%
Hotel Melati 11 1.078.642.663 1.211.328.000 12,30% 1.468.039.408 21,19%
Hotel melati | 1.959.654.686 1.767.643.668 -9,80% 4.536.572.201 156,65%
Losmen/Penginapan/Peranggrah
209.345.605 174.646.559 -16,58% 334.296.680 91,41%
/Hostel/Rumah Kos

Jumlah 32.515.281.932 34.000.000.000 4,57% 55.611.097.144 63,56%
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Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015
Pajak tahun 2013 Pajak tahun 2014 Pajak tahun 2015

21.274.238.901 41,80% 25.903.266.446 21,76% 25.776.082.047 -0,49%
18.174.153.895 0,31% 19.435.350.105 6,94% 19.757.368.965 1,66%
12.924.867.191 25,42% 17.908.507.437 38,56% 23.401.782.168 30,67%
5.586.607.067 92,53% 5.963.176.904 6,74% 9.219.437.978 54,61%

943.746.605 -9,48% 1.061.973.282 12,53% 1.703.095.069 60,37%
1.745.864.357 -8,24% 1.753.953.660 0,46% 1.800.509.011 2,65%
1.608.372.986 9,56% 1.353.869.298 -15,82% 1.589.170.592 17,38%
5.452.349.076 20,19% 6.784.781.626 24,44% 9.352.099.678 37,84%

444.340.450 32,92% 542.398.542 22,07% 597.048.810 10,08%
68.154.540.528 22,56% 80.707.277.300 18,42% 93.196.594.318 15,47%
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Pertumbuhan Pertumbuhan
Jenis Pajak Restoran Tahun 2010 Tahun 2011 Pajak Tahun Tahun 2012 Pajak Tahun 2012 Tahun 2013
2011
Restoran 9.134.600.534 | 7.156.105.720 | (1.978.494.814) | 9.981.921.521 2.825.815.801 18.643.344.547
Rumah Makan 1.273.717.185 | 4.662.538.200 | 3.388.821.015 | 2.355.675.991 (2.306.862.209) -
Kantin 1.046.341.552 650.646.280 (395.695.272) 1.350.177.951 699.531.671 -
Katering 0 0 - 0 - 1.952.980
Warung 1.704.149.883 754.210.800 (949.939.083) 2.480.356.256 1.726.145.456 -
Pedagang Kaki Lima | 153.108.000 130.000.000 (23.108.000) 0 (130.000.000) -
Jumlah 13.311.917.154 | 13.353.501.000 41.583.846 16.168.131.719 2.814.630.719 18.645.297.527
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Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan
Pajak Tahun 2013 Tahun 2014 Pajak Tahun 2014 Tahun 2015 Pajak Tahun 2015
8.661.423.026 24.408.571.327 5.765.226.780 28.733.280.175 4.324.708.848

(2.355.675.991) - - - -
(1.350.177.951) - - - -
1.952.980 3.093.100 1.140.120 1.143.000 (1.950.100)
(2.480.356.256) - - - -
2.477.165.808 24.411.664.427 5.766.366.900 28.734.423.175 4.322.758.748




WAWANCARA

Hari dan Tanggal

Lampiran 13

Transkip Wawancara

: Rabu, 28 Desember 2016

Waktu : 13.00-14.00
Narasumber : Bapa R.M. Kisbiyantoro, S.H., M.M.
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendaftaraan dan Pendataan
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1. Jadi apa saja pak yang mempengaruhi keberhasilan dalam merealisasikan

penerimaan pajak hotel dan pajak restoran ?

Yang mempengaruhi keberhasilan realisasi penerimaan dalam pemungutan
pajak berasal dari 2 faktor. Faktor dari internal satu, sumber daya manusia
dari petugas pajaknya jumlahnya kurang. Lalu kemampuannya
kompetensinya juga belum begitu memedai dan merapat, kemudian
peralatan dan perasan perasana masih kurang, misalnya untuk penyotoran
pajak itukan belum bisa lewat online kan itu meggambarkan prasana yang
kurang memedai. Kemudian pembayaranya harus jauh tempat tidak bisa
langsung kebank masing-masing dan faktor eksternalnya kesadaran pajak
masih kurang, mereka merasa pajak itu merupakan beban padahal pajak itu
dilakukan pemunggutan terhadap konsumen toh, bukan pada mereka itu

yang menjadi masalah. Kemudian faktor eksternal yang lain kemungkinan
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kondisi dari subtansi ekonomi dan politik misalnya ekonomi lagi menurun
ya penerimaan pajak juga ikut turun , lalu persaingan antara usaha apabila
ketat juga akan membuat harga turun itu mempengaruhi juga. Itu faktor
internal dan eksternal, seperti itu.

. Dari faktor eksternal dan internal itu pa, apa sama sulit untuk di kendalikan
dan di manajamen pa?

Untuk di kendalikan dan di manajaman semuanya tergantung kebijakan,
tapi untuk eksternal cendurung lebih sulit, soalnya bayak pihak yang terlibat
di sana, tapi di internal lebih mudah soalnya terkait pegawai mas. Dan dari
tahun ketahun pun sudah makin baik, kebijakan yang di update bertujuan
memperbaiki yang sebelumnya.

. Dari faktor internal tadi pa, yang memiliki pengaruh paling besar yang mana

pa?

Sebenarnya tiga-tiganya sama memiliki pengaruh penting, tapi untuk yang
kompetensi sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya manusia
yang lebih utama di bandingkan teknologi dan perasana-perasana, tapi juga
teknologi dan perasan tadi gak kalah penting juga mekipun lebih penting

masalah SDM tadi.

. Klo semisal dilapangan pihak restoran dan hotel tidak menerima bisa
diajukan kepengadilan gitu pak ?

Bisa, bisa tapi kebanyakan mereka itu klo kena pajak ya tetap bayar dan gak
berani untuk menolak walaupun mereka membayarnya kurang, mereka

mending memilih mao dikenai sebagai wajib pajak, klo menolak nanti ada
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aturan yang bisa menyeret mereka. Jadi ketika di tagih pajak mao mereka
dari pada dikenai sanksi pajak, tapi neng yaitu mereka kadang masih belum
mao membayar sesuai aturannya.

. Tapi klo seumpama tadi mereka gak bayar sesuai dengan aturan bagaimana
pak ?

Ada potigasme pemeriksaan, nanti dengan pemeriksaan baik prosuder
sederhana, pemeriksaan lengkap maka akan ditemukan pajak yang
seharusnya dibayar, kurang pajaknya akan keliatan pelus nanti dengan
sanksi dendanya karena dia tidak mao membayar tepat waktu .

. Untuk dendanya berapa persen pak ?

Untuk denda itu 2% perbulan, selama maksimal paling lama 24 bulan.

. klo dari realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dari lima tahun
terakhir ini pak, tahun berapa yang paling besar ?

ya tahun terakhir musti, kan tiap tahunnya pasti naik terus, naiknya pajak
kan karena, satu jumlah hotel dan restoran makin meningkat toh tiap
tahunnya dan yang tahun terakhir ada 570 berapa gitu, yang ke dua naiknya
harga sewa kamar, inflasi juga ikut mempengaruhi kemudian semakin
banyak pemeriksaan membuat mereka semakin sadar.

Klo ada event atau acara gitu di jogja apa mempengaruhi pa?
Mempengaruhi jelas, ada event nasional atau internasional jogja wah nanti
pasti pajak hotel dan restorannya akan meningkat karena konsumennya akan

meningkat. Tapi sayangnya ada event nasioanl nanti tersebar di daerah lain
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misal nya di sleman. Jadinya di bagi rata untuk konsumennya masing-
masing.

Dalam lima tahun terakhir ini pa, dari jumlah hotel dan restoran sebagai
objek pemungutan pajak, yang mana yang lebih banyak baru dibangun dan
dijadikan sebagai objek pajak baru pa?

Dalam beberapa tahun ini Restoran mas, kan untuk mendirikan restoran
modal yang dibutuhkan tidak sebanyak modal dari mendirikan hotel toh.
Makanya restoran lebih banyak.

Berarti untuk jumlah paling banyak mengalami kebankrutan antara hotel
dan restoran setiap tahunnya restoran juga pa?

Justru hotel biasanya, ning hotel kan biasanya resiko bisnis bankrutnya lebih
gede, lagiankan klo restoran kebanyakan laku toh, karena makan merupakan
salah satu kebutuhan pokok dari kita.

Untuk tahun 2011 hingga 2015 realita penerimaan semakin meningkat pa,
apa tak terjadi fluktuasi pa ?

Kebetulan tidak ada 5 tahun terakhir, memang dulu pernah terjadi fluktuasi
karena adanya gempa itu kan keadaan yang tak aman, namun 5 tahun
terakhir 2011,2013,2013,2014 dan 2015 itu kan keamanan terjamin
sehingga semakin meningkat, bahkan ada notarium pemberhentian
pendirian ijin hotel.

Tapi bagaimana pak dalam lima tahun terakhir ini terdapat kelas dari pajak

restoran yang penerimaan nya 0 atau bahkan tidak ada?
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Sesuai kata saya tadi semakin tahun penerimaan pajak semakin meningkat,
tapi klo ada nilai O atau tidak itu hanya dikarenakan dari peraturan Walikota
yang mengubah objek pajak. Sehingga yang sebelumnya terdapat

pemungutan pajak , namun kemudian tidak lagi dipungut pajaknya.



